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PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini ada
beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis dimana penulis
menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku
pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis
dan disertasi tahun 2021. Transliterasi berguna untuk sedapatnya
mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga yang ditulis dalam huruf
latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan arab. Dengan
demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan, fonem
dalam konsonan bahasa Arab didalam sistem tulisan arab
dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan transliterasi ini
sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan
sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut :

1. Konsonan

Huruf | Nama Huruf Nama
Arab Latin
| Alif - Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
< Sa’ Th Te dan Ha
z Jim F Je
£ Ha’ H Ha (dengan titik di bawahnya)
¢ Kha’ Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal DH De dan Ha
D Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es




o Syin SY Es dan Ye
o Sad S Es (dengan titik di bawahnya)
U= Dad D De (dengan titik di bawahnya)
L Ta’ T Te (dengan titik di bawahnya)
L za’ Z Zet (dengan titik di bawahnya)
¢ ‘Ain ‘- Koma terbalik di atasnya

¢ Ghain GH Ge dan Ha

< Fa’ 1P Ef

S Qaf Q Qi

Sl Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

o Nun N En

3 Waw W We

o/ Ha’ H Ha

¢ Hamzah - Apostrof

¢ Ya’ Y Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad*

‘Twad

Yad

hiyal

&=
e
Dalw o
u
g
b

taht
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3. Mad dilambangkan dengan &, 7, dan . Contoh:

Ola Sl
Stirah 3y
Dhi EX
Iman Ol
F1 &
Kitab s
Sihab Gilaw
Juman Olaa

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj (ot
Nawn PYY
Law o
Aysar g
Syaykh e
‘Aynay s

5. Alif ( ') dan waw () ketika digunakan sebagai tanda baca
tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘ald | glad
Ula’ika &

Ugqiyah 4 o)
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6. Penulisan alif magsirah () yang diawali dengan baris fatha
()ditulis dengan lambang 4. Contoh:

Hatta Pt

Mada -9

Kubra $S
Mustafa sthaa

7. Penulisan alif mangiisah ( &) yang diawali dengan baris
kasrah ()ditulis dengan 1, bukan 1y. Contoh:

Radit al-Din ) ()
al-Misr1 5 paal)

8. Penulisan 3(ta” marbiitah)
Bentuk penulisan 3(td marbiitah) terdapat dalam tiga bentuk,
yaitu:

a. Apabila 5(ta marbutah) terdapat dalam satu kata,
dilambangkan dengan e(ha”). Contoh:

Salah a

b. Apabila 3(td marbitah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat
dan yang disifati (sifar mausif), dilambangkan o(ha’).
Contoh:

al-Risalah al-Bahiyah dugall Al

c. Apabila 3(ta marbiitah) ditulis sebagai mudaf dan mudaf
ilayh, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizarat al-Tarbiyah Al 85
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9. Penulisan ¢(hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan

dengan “a”. Contoh:

Asad

oW

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan - .

Contoh:

Mas alah

Qe

(P4

10. Penulisan  ¢(hamzah) wasal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:
Rihlat Tbn Jubayr o ol Aday
al-Istidrak )iy
Kutub Igtanat’ha L] i

11. Penulisan syaddah atau tasydid

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (s) dilambangkan
dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan ya’ ( )
dilambangkan dengan “yy’’ (dua huruf y). Contoh:

- w

Quwwah 042
‘Aduww 3
Syawwal Jisa
Jaww »
al-Misriyyah 45 paall
Ayyam all




Qusayy

al-Kasysyaf

12. Penulisan alif 1am ( Y)

Penulisan

Ydilambangkan dengan “al-” baik pada

shamsiyyah maupun Yqgamariyyah. Contoh:

al-kitab al-thani A4l st

gl-ittihad sagy)

al-asl JY)
al-athar JEY

Abu al-Wafa’ sldgl) o
Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah 4 paal) Lagl) daga
bi al-tamam Wa al-kamal Jlasll g alailly
Abii al-Layth al-Samarqandt B jacd) Cal) gl

Kecuali ketika huruf J berjumpa dengan huruf J di depannya,

tanpa huruf alif ( '), maka ditulis “1il”’. Contoh:

Lil-Syarbayni

(il

(3 B

13. Penggunaan

(th). Contoh:

untuk membedakan antara 2 (dal) dan ( <t3)
yang beriringan dengan huruf s(ha) dengan huruf 3(dh) dan &

Adham

Al

Akramat'ha

Lga S|




14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah 40
Billah AL
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ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Efektivitas Pengawasan Dewan
Pengawas Syariah di Provinsi Aceh (Studi
Komparatif Antara Bank Aceh Syariah dan
BPRS Hikmah Wakilah)

Nama/NIM : Fikria Munawwarah /191008017

Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec,

Pembimbing Il : Muhammad Arifin, Ph.D,

Kata kunci : Efektivitas, Pengawasan, Dewan Pengawas
Syariah.

Sistem operasional perbankan syariah di Aceh mendapatkan
kontrol atau pengawasan secara ketat dari Dewan Pengawas
Syariah (DPS). Peran DPS dalam mengawasi jalannya sistem
operasional perbankan dari prinsip-prinsip syariah sangat vital,
terutama dalam pelaksanaan penyediaan produk pembiayaan
bagi nasabah. Meskipun demikian, peran DPS saat ini cenderung
belum efektif, hal ini ditandai dengan ditemukannya praktik
pembiayaan yang belum melaksanakan nilai dan prinsip syariah
secara maksimal. Untuk itu, permasalahan yang diajukan adalah
bagaimana bentuk pengawasan DPS di Bank Aceh Syariah dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah, Bagaimana
efektivitas sistem pengawasannya, serta apa hambatan dan
tantangan yang dialami Dewan Pengawas Syariah dalam
melakukan pengawasan. Penelitian ini dilakukan dengan metode
kualitatif, dan data penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil
temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan DPS
di Aceh secara umum sama, yang membedakan hanya dalam
masalah waktu pelaksanaan pengawasan. Baik Bank Aceh
Syariah (BAS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Hikmah Wakilah, bentuk pengawasan yang dilaksanakan sama,
yaitu melihat kesesuaian praktik pelaksanaan produk akad
pembiayaan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI serta Peraturan
OJK tentang pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Ada dua bentuk
pola pengawasan yang dilakukan DPS, yaitu pengawasan bersifat
umum dan bersifat khusus. Ditinjau dari efektivitas sistem
pengawasan bank syariah, maka DPS telah melakukan
pengawasan dengan efektif. Hambatan dialami DPS ada tiga,



yaitu masih kurangnya jumlah anggota DPS, masih terdapat
paradigma konvensional dalam menjalankan pola operasional
bank, dan masih ada perbedaan persepsi antar bank, pemerintah,

dan tokoh masyarakat mengenai penerapan prinsip-prinsip
syariah.
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ABSTRACT

Title : Analysis of the Effectiveness of Sharia
Supervisory Board Oversight in Aceh
Province (A Comparative Study between
Bank Aceh Syariah and BPRS Hikmah

Wakilah)

Author/NIM : Fikria Munawwarah/191008017

Advisor I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Advisor II : Muhammad Arifin, Ph.D

Keywords : Effectiveness, Oversight, Sharia
Supervisory Board

The operational system of Sharia banking in Aceh is subject to
strict control and oversight by the Sharia Supervisory Board
(DPS). The role of the DPS in monitoring banking operations to
ensure adherence to Sharia principles is vital, particularly
regarding the provision of financing products to customers.
However, the current role of the DPS tends to be ineffective; this
is evidenced by the discovery of financing practices that do not
fully implement Sharia valuestand principles. Therefore, the
issues addressed in this study are: the forms of DPS oversight at
Bank Aceh Syariah and BPRS Hikmah Wakilah; the
effectiveness of their oversight systems; and the obstacles and
challenges faced by the DPS in conducting such oversight. This
research employs a qualitative method, with data analyzed
descriptively. The findings indicate that the forms of DPS
oversight in Aceh are generally similar, differing only in the
timing of the oversight activities. Both Bank Aceh Syariah (BAS)
and BPRS Hikmah Wakilah implement the same form of
oversight: verifying 'the conformity ‘of 'financing product
practices with DSN-MUI Fatwas and OJK regulations regarding
compliance with Sharia principles. The DPS employs two
patterns of oversight: general oversight and specific oversight. In
terms of the effectiveness of the Sharia banking oversight system,
the DPS has conducted its oversight effectively. The Sharia
Supervisory Board (DPS) faces three obstacles: an insufficient
number of members, the persistence of conventional paradigms



in bank operations, and differing perceptions among banks, the
government, and community leaders regarding the
implementation of Sharia principles.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengawasan atau disebut controlling merupakan salah satu
unsur penting dalam sistem pengelolaan sebuah perusahaan,
instansi dan lembaga. Eksistensi pengawasan oleh banyak ahli
dimaksudkan sebagai fungsi manajemen, berhubungan dengan
usaha menjalankan perusahaan atau organisasi sehingga seluruh
proses pelaksanaan kegiatan selalu menuju ke arah tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.! Jadi pengawasan tidak bisa
dipisahkan dari sebuah perusahaan, termasuk di dalamnya
perusahaan perbankan.

Pengawasan merupakan tindakan membandingkan di antara
hasil dalam kenyataan (das sein) dengan hasil yang diinginkan (das
sollen), yang dilakukan dalam rangka koreksi atas penyimpangan
di dalam manajemen dan- operasionalnya. Oleh karena itu,
pengawasan tersecbut biasanya dimanifestasikan dalam bentuk
lembaga pengawas tertentu. Tugas lembaga pengawasan adalah
mengawasi perusahaan di dalam menjalankan usaha, apakah
berjalan sesuai aturan yang ada atau tidak.? Salah satu di antara
perusahaan yang memiliki lembaga pengawas adalah perbankan.

Perbankan saat. ini = menjadi instrumen penting
perekonomian modern. Peran bank di sini tidak hanya berbentuk
penyediaan dalam permodalan, tetapi juga media pembayaran dan
ini menjadikan bank ikut berkontribusi besar di dalam

"Muhammad Busro, Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia,
Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 141.

Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis Indonesia Dilengkapi dengan
Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019) hlm. 219.



menumbuhkan kegiatan ekonomi di tengah masyarakat.* Karena
basis perbankan di sini berhubungan dengan penghimpunan dan
penyaluran dana pada masyarakat, maka lalu lintas operasionalnya
harus mendapatkan pengawasan yang baik dari lembaga-lembaga
terkait.

Perbankan syariah saat in1 hadir sebagai salah satu bentuk
pasar syariah yang mulai banyak diminati masyarakat. Hal ini
sebab alasan-alasan emosional keagamaan, di mana dalam
perbankan mnon-syariah (konvensional) sarat dengan praktik
penyimpangan dari nilai syariah, salah satunya adalah praktik riba.*
Oleh sebab itu, kehadiran perbankan syariah dianggap sebagai
imbangan atas kecenderungan-kecenderungan masyarakat muslim
untuk bisa melaksanakan semua aspek bisnis ekonominya serta
tetap berada dalam rambu-rambu syariah, tidak terjerumus ke
dalam sistem riba.

Kecenderungan yang muncul di masyarakat Indonesia
untuk bisa menjalankan prinsip syariah tersebut idealnya dapat
difasilitasi pemerintah ataupun ~oleh™ pengusaha perbankan.
Manifestasinya bisa dengan hadirnya berbagai produk pembiayaan
syariah termasuk perbankan syariah. Namun begitu, perjalanan
bank syariah tersebut harus mendapatkan kontrol atau pengawasan
yang ketat dari lembaga-lembaga terkait. Untuk saat ini, lembaga
khusus yang memiliki wewenang mengawasi sistem operasional
perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menjalankan sistem; operasional, bank syariah secara
hukum terikat dengan ketentuan syariah, dan diawasi secara
langsung oleh DPS. Keberadaan DPS ini adalah bagian dari upaya

SRidwan Nurdin, Akad-Akad Figh pada Perbankan Syariah di
Indonesia: Sejarah, Konsep & Perkembangannya, Cet 2 (Banda Aceh: Yayasan
PeNA, 2014) hlm. 17.

4Selain riba, praktik menyimpang lainnya yang banyak ditemukan
dalam sistem operasional perusahaan bank atau pembiayaan konvensional seperti
gharar (ketidakpastian), zalim dan maisir (untung-untungan). Hal ini bisa
ditemukan pada saat pengelolaan investasi dana nasabah perusahaan untuk hal-
hal yang dilarang dalam Islam.



agar lalu lintas pengelolaan dari bank yang berbasis syariah tidak
menyalahi aturan dalam Islam. Hal ini sesuai keterangan Ismail,’
bahwa DPS dibentuk dengan maksud dan tujuan menjalankan tugas
berupa mengawasi jalannya operasional bank syariah agar tidak
terjadi penyimpangan, khususnya menyangkut produk atau jasa
yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa
yang disahkah Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN.
Dengan begitu keberadaannya penting untuk mengontrol sistem
pengelolaan dan operasional bank syariah agar sesuai dengan
prinsip syariah.

Menurut Soemitra, peran dan tugas Dewan Pengawas
Syariah dalam mengawasi jalannya sistem pengelolaan bank
syariah relatif cukup besar.® Dewan pengawas bisa memberikan
nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah
kegiatan operasional bank. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah
adalah sebagai penasechat pengelola investasi mengenai hal yang
terkait dengan aspek syariah.” Selain itu, memiliki fungsi
pengawasan terhadap prinsip syariah pada setiap usaha bank.®

Secara lebih jelas, tugas dan fungsi DPS dapat ditemukan di
dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia Nomor 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penetapan Anggota Dewan. Disebutkan bahwa DPS bertugas
mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha
yang dihadapkan kepadanya, dan ia menetapkan bahwa transaksi
atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Adapun
fungsi DPS adalah: (1) melaksanakan pengawasan secara periodik

SIsmail, Perbankan Syariah, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2016), hlm. 29.

®Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ed. Kedua,
Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 341.

7Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di
Pasar Modal Syariah Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), hlm. 165.

8Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan
Agama dan Mahkamah Syar’iah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), him. 47.



kepada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah
pengawasannya, (2) wajib mengajukan usul-usul pengembangan
lembaga keuangan syariah pada pimpinan lembaga yang
bersangkutan dan kepada DSN, (3) melaporkan perkembangan
produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang
diawasinya pada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu
tahun anggaran, dan (4) merumuskan permasalahan-permasalahan
yang memerlukan pembahasan DSN.

Hanya saja, selama ini terjadi fenomena dalam praktik
bank-bank syariah di Indonesia, di mana peran vital DPS yang
idealnya dijalankan justru belum berjalan secara baik dan optimal.
Misalnya, masih ditemukan produk pembiayaan yang sistem
operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, masih
ditemukan adanya praktik riba dalam pengembalian pinjaman dari
produk pembiayaan. DPS juga belum melakukan upaya
pengembangan atas investasi para nasabah atau mitra yang juga
menjadi salah satu peran DSN dalam perbankan syariah. Hal ini
selaras pula dengan keterangan Rivai dan Ismal, di mana peran dan
tugas DPS perbankan Islam belum berjalan secara optimal.’
Keterangan tersebut sesuai dengan temuan beberapa penelitian, di
antaranya oleh Didih Muhamad Sudi, bahwa peraturan yang
mengatur tentang independensi, kompetensi dan dukungan dari
suatu perusahaan kurang memadai untuk membuat DPS melakukan
pengawasan yang efektif.'® Temuan lainnya dikemukakan Khotibul
Umam dan Muhammad Khutub. DPS masih mengalami hambatan
dalam melakukan pengawasan, sehingga tugas utama DPS ini tidak
mampu dilakukan  secara  efektif. Tugas pengawasan yang
dilakukan oleh DPS belum sepenuhnya efektif, karena minimnya

Veithzal Rivai & Rifki Ismal, Islamic Risk Managemen for Islamic
Bank (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), him. 224.

Didih Muhamad Sudi, Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada
Per-bankan Syariah, (Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta 2015), hlm. xix.



frekuensi di dalam pelaksanaan pengawasan itu sendiri.!! Melihat
beberapa hasil dan temuan penelitian, cukup menegaskan bahwa
pengawasan serta kewenangan DPS dalam melakukan upaya
kontrol (pengawasan) di bank-bank syariah cenderung belum
efektif.

Kenyataan tidak optimal serta tidak efektif pengawasan
yang dilakukan oleh DPS ini ditemukan pada perbankan syariah
yang ada di Provinsi Aceh seperti Bank Aceh Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah. Perusahaan bank syariah masih
menjalankan sistem operasionalnya dengan praktik yang tidak
sejalan dengan prinsip dan nilai syariah, seperti pada praktik
pinjaman bank, termasuk di dalam pengambilan keuntungan yang
tinggi ketika pengembalian uang dari nasabah pada pembiayaan.
Praktik tersebut memunculkan spekulasi-spekulasi termasuk pula di
dalamnya ialah DPS diduga masih minim melakukan pengontrolan
atau pengawasan pada bank.

Sejauh informasi awal, diperoleh bahwa peran DPS di
dalam mengawasi sistem operasional Bank Aceh Syariah dan Bank
BPRS Hikmah Wakilah belum terlaksana dengan baik. Hal ini
terbukti dari masih ditemukannya penyimpangan nilai-nilai syariah
dalam proses penyaluran pembiayaan pada para nasabah yang sarat
dengan unsur-unsur gharar (ketidakpastian), khususnya di dalam
penerapan akad-akad pembiayaan yang disediakan oleh bank. Di
samping itu, dilihat dari sisi pelaksanaan pengawasan sendiri, pihak
DPS belum secara intens melakukan tindakan pengawasan
langsung, misalnya mengecek langsung sistem dan pola
operasional menyangkut = produk-produk pembiayaan serta

""Masing-masing lihat dalam, Khotibul Umum, Efektivitas Pengawasan
Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi
DI Yogyakarta, (Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
2016), hlm. vii: Muhammad Khutub, Analisis Perbandingan Efektivitas Kinerja
Pengaw-asan Syariah Compliance: Studi Kasus DPS BMT di DIY, (Tesis
Program Pasca-sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017), hlm. vi.



mengenai praktik pengawasan praktik langsung penerapan akad-
akad syariah antara bank dengan nasabah.!?

Berdasarkan permasalahan di atas, menarik untuk dianalisis
dan diteliti lebih dalam mengenai kewenangan DPS yang ada
dalam sistem pengawasan perbankan syariah di Banda Aceh.
Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti mengingat beberapa
pertimbangan. Pertama, di dalam sistem operasionalnya, DPS
memiliki kedudukan penting dalam melakukan pengawasan tentang
jalannya pengelolaan perbankan syariah secara mandiri, dan DPS
memiliki kewenangan tentang hal tersebut. Hanya saja, selama ini
DPS cenderung berjalan di tempat, belum menjalankan tugas dan
wewenang secara optimal dan efektif. Kedua bahwa menarik untuk
diteliti tentang sejauh mana kewenangan DPS dalam mengawasi
sistem pengelolaan perbankan syariah, khususnya di dua bank di
Banda Aceh, yaitu Bank Aceh Syariah dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS). Atas dasar pertimbangan tersebut, maka
permasalahan tersebut dikaji dengan judul tesis: “Amnalisis
Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Provinsi
Aceh: Studi Komparatif antara Bank Aceh Syariah dan BPRS
Hikmah Wakilah”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan sebelumnya, maka pada bagian ini
dapat disajikan beberapa pertanyaan penelitian, dengan rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah
(DPS) pada Bank Aceh Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah?

2. Bagaimana efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah
(DPS) pada Bank Aceh Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah?

12Uraian tersebut diperoleh dari beberapa informasi, yang dikemukakan
oleh Ilham Nofrizal dan Zainal Arifin, selaku pegawai Bank Aceh Syariah dan
BPRS Hikmah Wakilah, tanggal 12 Maret 2021.



3. Apa saja hambatan dan tantangan yang dialami Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan pada
Bank Aceh Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Hikmah Wakilah?

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) pada Bank Aceh Syariah dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah.

2. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) pada Bank Aceh Syariah dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah.

3. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dialami Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan pada
Bank Aceh Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Hikmah Wakilah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah daya guna yang diyakini
terwujud (outcome) apabila tujuan penelitian tercapai (output).
Manfaat ditulis dalam dua konteks, yaitu manfaat praktis dan juga
manfaat teoritis. Manfaat praktis berkaitan dengan apa yang bisa
berdaya guna bagi para praktisi terkait. Adapun manfaat teoritis
adalah daya guna hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu,
baik di bidangnya maupun bidang terkait lainnya.

Dalam penelitian ini,; manfaat penelitian ini setidaknya ada
dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis,
penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam
pengembangan ilmu terhadap bentuk-bentuk pengawasan DPS
pada Bank. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil
penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan diterima sebagai
kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang pengawasan
DPS pada Bank.



Secara praktis, hasil penelitian diharapkan mampu dan
dapat memberi jawaban atas permasalahan yang ada di tengah
masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pengawasan DPS
pada Bank agar sistem dan pengelolaan di bank menjadi lebih baik
lagi. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan
tambahan informasi kepada masyarakat tentang makna dan tujuan
dari pengawasan DPS pada Bank.

1.5. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan
untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan
dengan penelitian ini. Sejauh amatan dan temuan penelitian-
penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada
Analisis Efektivitas Pengawasan DPS pada Bank Aceh Syariah dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun begitu terdapat beberapa
tulisan yang relevan dengan pembahasan Tesis ini, yaitu sebagai
berikut:

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Khutub, judul penelitian
tesis ini: “Analisis Perbandingan Kinerja Pengawasan Syariah
pada Perbankan Syariah Compliance: Studi Kasus DPS BMT DI
DIY."® Merujuk pada kesimpulannya, maka ditemukan bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh DPS BMT MUU lebih efektif
pada pengawasan akad produk, ia menarik kesimpulan bahwa
proses pengawasan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Peneliti
juga membandikan dengan pengawasan yang dilakukan DPS BMT
BRS justru lebih efektif di dalam memberi pemahaman kepada
karyawan terhadap keunggulan sistem syariah. Adapun tindakan
yang diberikan misalnya tindakan korektif terhadap hasil
pengawasan. Dalam tesis ini berhasil memuat dan menemukan
perbandingan faktor yang mampu mempengaruhi efektivitas

BMuhammad Khutub, “Analisis Perbandingan Kinerja Pengawasan
Syari’ah pada Perbankan Syari’ah Compliance (Studi Kasus DPS BMT DI
DIY)”, Mahasiswa Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan
Perbankan Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta pada Tahun 2017.



pengawasan DPS. Dalam hal kompetensi dan sertifikasi profesi
DPS BMT, menurut peneliti DPS BMT MUU cenderung lebih
efektif karena ketua DPS dianggap lebih kompeten baik secara
akademik maupun sertifikasi profesi. Sementara di dalam
pelaporan maka pengawasan syari’ah DPS BMT BRS cenderung
lebih efektif karena memberi rekomendasi dan opini syariah,
meskipun dalam catatan peneliti masih terdapat kelemahan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Didih Muhamad Sudi,
dengan judul tesis: “Efektifitas Dewan Pengawasan Syari’ah pada
Perbankan Syari’ah”.'* Peneliti menarik beberapa kesimpulan dari
hasil analisis pembahasan, di antaranya ialah bahwa peraturan yang
mengatur  indepedensi, kompetensi, ketekunan  dukungan
perusahaan menurut peneliti kurang memadai untuk membuat DPS
melakukan pengawasan yang efektif. Peneliti juga menyimpulkan,
kedudukan DSN-MUI juga tidak mempunyai ketegasan yuridis
sebagai institusi yang fatwanya secara langsung bisa dan dapat
dimasukkan di dalam hukum positif.

Tesis yang ditulis® Khotibul "Umam, dengan judul:
“Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syari’ah Provinsi D.I. Yogyakarta”."> Temuan
penelitiannya adalah efektivitas pengawasan syariah yang
dilakukan DPS (Dewan Pengawas Syarah) di Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah di Provinsi D.I. Yogyakarta belum sepenuhnya
efektif. la menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan minimnya
frekuensi pengawasan dilakukan Dewan Pengawas Syariah. Selain
itu belum maksimalnya penerapan skeptic profesional yang
dilakukan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam pengukuran
validasi ataupun keakuratan data yang diberikan oleh pegawali,

4Didih Muhamad Sudi, “Efektifitas Dewan Pengawasan Syari’ah pada
Perbankan Syari’ah”, Mahasiswa Seckolah Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2015.

Khotibul Umam, “Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawasan
Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di Provinsi D.I. Yogyakarta”,
Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan
Syari’ah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2016.
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direksi dan satuan pengendali internal BPRS (Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah) juga ikut memberikan andil kurangnya efektivitas
pengawasan DPS.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan faktor-faktor
yang menghambat efektivitas pengawasan DPS, yaitu terdiri dari
adanya kelemahan dalam peraturan tentang pedoman pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank
Pembiayaan - Rakyat Syariah. Faktor yang lain adalah profesi
Dewan Pengawas Syariah belum dianggap sebagai profesi yang
utama. Adapun faktor yang mendorong efektivitas pengawasan
Dewan Pengawas Syariah terdiri dari kompetensi, dan pengalaman
kerja, dan kemampuan solvabilitas keuangan, integritas, kejujuran,
reputasi, indepedensi yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah dan
adanya keterbukaan dari pegawai dan direksi bank Pembiayaan
Rakyat Syariah dalam memberi informasi dan mendukung
efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Masliana dengan
judul: “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan
Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank Bri
Syariah)”.'0 Peneliti menyimpulkan kedudukan dan fungsi DPS
pada pembuatan draft kontrak Bank BRI Syariah telah sesuai
dengan Peraturan Bank Indonesia bagian dewan pengawas syariah
pasal 47. Secara umum hal yang dilakukan DPS adalah mengawasi
segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang
ada di  bank. Pengawasan  tersebut juga berwujud seperti
membakukan, mengesahkan standar akad yang akan berlaku secara
nasional dalam arti berlaku di semua cabang BRI Syariah,
membantu pihak legal dalam mensosialisasikan ke cabang cabang
Bank BRI Syariah ke account-account officer di daerah-daerah.

*Masliana, “Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam
Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank Bri
Syariah)”, Mahasiswi Konsentrasi Perbankan Syari’ah Program Studi Muamalat
(Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
pada Tahun 2011.
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Beberapa penelitian di atas mempunyai kesamaan dan juga
perbedaan dengan tesis ini. Persamaan yang muncul ialah
penelitian di atas berhubungan dengan pengujian efektivitas
pengawasan DPS, hal ini juga berlaku dalam tesis ini, khususnya
menganalisis efektif tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh
DPS terhadap operasional perusahaan bank yang ada di Provinsi
Aceh. Hanya saja, perbedaan dengan penelitian terdahulu di
antaranya tentang objek kajian yang ditetapkan masing-masing
berbeda. Sementara itu, indikator yang digunakan di dalam
menelaah efektivitas pengawasan DPS berbeda, khususnya
menyangkut bentuk pengawasan.

Selain dalam bentuk tesis, ditemukan juga penelitian
lainnya dalam bentuk jurnal, di antaranya dapat disajikan dalam
penjelasan di bawah ini:

1. Jurnal yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo bersama dengan
Jasri Bin Jamal, yang dimuat di dalam ‘“Jurnal Hukum Ius Quia
Iustum No. 1 Vol. 24 Januari 2017 dengan judul: Peranan
Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah
dalam Perbankan Syariak di Indonesia”."” Tulisan ini mengkaji
tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas praktik
kepatuhan syariah yang berperspektif perlindungan konsumen di
perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian disimpulkan,
pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS dapat
merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik,
sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini, menurut peneliti
peran dari DPS pada perbankan syariah benar-benar perlu
dioptimalkan, di antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus
diperketatkan dan dukungan atas peranannya harus diwujudkan
perbankan syariah.  DSN MUI sebagai lembaga yang
mengeluarkan fatwa bisa berkordinasi dan menyamakan

"Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan
Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan
Syariah di Indonesia”, dalam “Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 24
Januari 2017”.
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persepsi dengan DPS yang ditempatkan pada bank-bank syariah
di Indonesia saat mengawasi operasional perbankan syariah agar
mereka benar-benar berperan dan siap menjalankan tugas
sebagai DPS.

2. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Mujib, dalam “Jurnal Az Zarqa’,
Vol. 9, No. 1, Juni 2017, dengan judul: Dewan Pengawas
Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di
Wilayah Jawa Tengah”.'® Di dalam penelitian ini, penulis
menyimpulkan bahwa sebagai lembaga keuangan rintisan, BMT
ini telah menunjukkan eksistensinya sebagai institusi keuangan
yang berbasis syari’ah. Prinsip syariah yang diaplikasikan dalam
praktek penghimpunan dana dan pembiayaan di BMT hasil
rumusan dari nilai-nilai dasar Islam yang dilakukan oleh Dewan
Syariah Nasional (DSN) MUI melalui sejumlah fatwa. Atas
fatwa-fatwa yang menjadi landasan praktek penghimpunan dana
dan pembiayaan, maka pada seluruh BMT terdapat dewan yang
bertanggung jawab untuk mengawasi konsistensi penerapan
prinsip syariah tersebut. Peneliti mengulas juga bahwa sebelum
keputusan menteri koperasi dan usaha kecil menengah No.
16/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi,
keberadaan DPS belum menjadi perhatian serius dari pengelola
bisnis BMT. Sebagai pengawas terhadap konsistensi penerapan
prinsip syariah maka anggota DPS seharusnya seorang
profesional yang mempunyai wawasan dan pemahaman hukum
Islam yang memadai, khususnya terkait penerapan akad syariah
dan transaksi-transaksi bisnis syariah. Penetapan anggota DPS
di beberapa BMT dilaksanakan dengan memilih person dari
dalam lingkungan BMT, kalaupun ada yang menetapkan dari
eksternal BMT akan tetapi profesionalitas dari calon anggota
tidak menjadi pertimbangan penting. Penelitian ini menemukan

BAbdul Mujib, “Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga
Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah”, dalam “Jurnal Az Zarqa’,
Vol. 9, No. 1, Juni 2017”.
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ada dua faktor utama dalam penetapan anggota DPS pada BMT
di Wilayah Jawa Tengah. Pada BMT yang berada dalam
wilayah perkotaan dengan latar belakang “Santri” figur DPS
lebih cenderung tokoh agama seperti Kiyai dan Mubaligh.
Sedangkan pada wilayah perkotaan dengan latar belakang “non-
santri” figur DPS adalah figur dengan ketokohan dan popularitas
figur cenderung tidak begitu menjadi pertimbangan penting.

3. Artikel yang ditulis oleh Itsna Nur Farikhah, judul
“Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (Kspps)
(Studi Kasus Di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)”.'® Hasil
penelitiannya ada beberapa poin, di antaranya adalah
implementasi dari fatwa DSN tantang DPS belum semua KSPPS
mengikuti peraturan dari DSN MUI untuk memiliki minimal 3
(tiga) anggota DPS dan memiliki sertifikat DSN MUI, dan jika
ada KSPPS yang sudah mempunyai DPS namun tidak berjalan
dengan semestinya. Kesimpulan yang berikutnya adalah faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan DPS  karena kurangnya
kesadaran dari berbagai pihak bagaimana pentingnya
keberadaan DPS itu dalam sebuah KSPPS.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mustapa Khamal Rokan, dalam jurnal
“Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium, Vol.5, No.l, januari
2018, dengan Judul: “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas
Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan.?° Peneliti
menarik kesimpulan bahwa struktur dewan pengawas syariah
menerapkan hukum ekonomi syariah dalam transaksi bisnis
melalui proses syariah supervision. Ditemukan pula kurangnya

YItsna Nur Farikhah, “Implementasi Peran dan Fungsi Dewan
Pengawas Syariah (Dps) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah
(Kspps) (Studi Kasus Di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)”, Mahasiswi
Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2018.

2Mustapa Khamal Rokan, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas

Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan”, dalam jurnal “Jurnal
Ekonomi Syariah Equilibrium, Vol.5, No.1, januari 2018”.
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standarisasi di antara DPS mengenai posisi DPS dalam hirarki
perusahaan. DPS tidak bisa memberi produk inovasi untuk
memecahkan masalah bank syariah. Oleh sebab itu dewan
pengawas sariah perlu dinilai secara serius dan baik.

5. Penelitian yang ditulis oleh Dian Pertiwi, dimuat di dalam jurnal
“Jurnal Baab Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 4,
No 1. 20197, dengan Judul: “Peran Dewan Pengawas Syariah
(DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di
Bank Syariah”.?' Peneliti_menyimpulkan, Dewan Pengawas
Syariah (DPS) sebagai wakil dari Dewan Syariah Nasional
(DSN) pada lembaga keuangan syariah, bertugas untuk
mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar
sesuai dengan ketentuan dan prinsip sariah yang telah
difatwakan oleh DSN. Fungsi utama DPS adalah sebagai
penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit
usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai
hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator
antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan DSN (Dewan
Syariah Nasional) di dalam mengomunikasikan usul dan saran
pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN. Perekrutan DPS yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu harus
memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan harus
dioptimalkan, diperketat dan formalisasi perannya harus
diwujudkan pada bank @ syariah supaya terciptanya Good
Corporate Governance atau GCG yang menerapkan sistem yang
transparan, akuntabilitas, responsibilitas: dan profesional, dan
kewajaran.

6. Jurnal yang ditulis oleh Aryani Witasari, dimuat di dalam Jurnal
“Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 Januari - April
2016”7, dengan Judul: “Perspektif Teori Kewenangan Dewan

2Dian Pertiwi, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam
Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah”, dalam Jurnal
“Jurnal baabu alilmi, ekonomi dan perbankan syariah, vol 4, no.1. 2019”.
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Pengawas Syariah (DPS) dalam Rangka Penegakkan Prinsip-
Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah”?* Peneliti
menyimpulkan ke dalam beberapa poin, di antaranya bahwa
pada umumnya prinsip yang harus ditegakkan oleh bank syariah
adalah menghindari adanya riba dan juga menggunakan sistem
bagi hasil serta jual beli. Guna tegaknya prinsip syariah tersebut,
yang wajib dijalankan oleh bank syariah ialah perlu adanya
pengawasan yang sampai saat sekarang di jalankan oleh Dewan
Pengawas Syariah (DPS). Tugas DPS selaku dewan pengawas
di perbankan syariah adalah kewenangan atribusi. Kewenangan
oleh DPS merupakan wewenang asli yang diperoleh langsung
dari perturan perundang-undangan, yaitu di dalam Pasal 27 PBI
NO.6/24/PB1/2004, yang menguraikan tentang tugas, wewenang
dan tanggung jawab DPS, Keberadaan DPS ini, membedakan
dengan bank konvensional. DPS bersifat independen dan
berkedudukan sama dengan Dewan Komisaris.

7. Jurnal yang ditulis oleh Mochamad Febri Sayidil Umam dan
Yogi Ginanjar, dalam Jurnal “Jurnal Ekonomi Syariah dan
Bisnis, Volume 3 No. 1, Mei 20207, dengan Judul: “Pengaruh
Dewan Pengawas Syariah dan Proporsi Dewan Komisaris
Independen Terhadap ~Kinerja Keuangan”.*® Kesimpulan
penelitian ini ialah bahwa DPS secara parsil berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan. Proporsi Dewan
Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap
kinerja keuangan. DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan proporsi
Dewan Komisaris Independen juga secara simultan berpengaruh
terhadap kinerja keuangan.

2Aryani Witasari, “Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas
Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada
Lembaga Perbankan Syariah”, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, dalam
Jurnal “Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 Januari - April 2016”.

ZMochamad Febri Sayidil Umam dan Yogi Ginanjar, “Pengaruh
Dewan Pengawas Syariah dan Proporsi Dewan Komisaris Independen
Terhadap Kinerja Keuangan”, dalam Jurnal “Jurnal Ekonomi Syariah dan
Bisnis, Volume 3 No. 1, Mei 2020”.
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8. Jurnal yang ditulis Abdul Karim Munthe, bersama-sama dengan
Ichsan Suryo Praramadhani, dan Rahmat Indera Satrya, dimuat
di dalam “Jurnal Islamic Law of Studies Vol. 2, Nomor 3
(2019)”, berjudul: “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam
Pemenuhan Syariah Compliance oleh Lembaga Keuangan
Syariah”.** Hasil temuannya menunjukkan bahwa pengawasan
lembaga keuangan syariah lebih banyak dibanding dengan
lembaga keuangan bukan syariah. Lembaga keuangan syariah
selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diawasi
oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan yang
dilakukan DPS adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip syari’ah yang tertuang dalam fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN) MUI yang sudah maupun yang belum
diserap pada peraturan perundang-undangan. Namun begitu,
pada praktiknya masih sering ditemukan adanya lembaga
keuangan sariah yang menjalankan usahanya tidak sesuai
dengan prinsip syariah. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan
masalah dan pertanyaan tentang peran DPS. dalam melakukan
pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Masalah
tersebut menurut peneliti penting diselesaikan untuk tujuan
menjamin terpenhinya prinsip-prinsip syariah. Selain itu,
peneliti juga memberikan satu solusi di mana harus ada satu
pedoman yang berbasis pada good corporate governance.

9. Jurnal yang ditulis oleh Andrew Shandy Utama, dimuat di
dalam “Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 8, No. 1 April 2020,
dengan judul: “Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan
Syariah di dalam; Sistem Hukum ' Di Indonesia”. Peneliti
menyimpulkan ke dalam beberapa poin, di antaranya adalah
bahwa kebijakan pengawasan terhadap perbankan syariah
didalam sistem perbankan nasional di Indonesia menuju ke arah
yang lebih baik. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

24Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Praramadhani, Rahmat Indera
Satrya, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah
Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah”, dalam “jurnal Islamic Law of
studies Vol 2, No 3 (2019)”.
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dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan
pengawasan terhadap perbankan syariah dilaksanakan oleh Bank
Indonesia (BI) yaitu sebagai bank sentral. Akan tetapi,
berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pengawasan
terhadap perbankan syariah tidak hanya dilaksanakan oleh Bank
Indonesia, akan tetapi juga diawasi secara internal oleh Dewan
Pengawas Syariah. Setelah disahkannya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap perbankan syariah
beralih dari Bank Indonesia ke lembaga independen bernama
Otoritas Jasa Keuangan.?

Selain penelitian-penelitian di atas, masih banyak penelitian
lainnya yang relevan dengan tesis ini, termasuk dalam bentuk
skripsi dan jurnal ilmiah yang tidak dimuat dalam sesi ini.
Beberapa kajian penelitian di atas menunjukkan bahwa
pengawasan DPS merupakan salah satu variabel penting jalannya
sistem operasioanl bank ke arah yang lebih baik. Penelitian di atas
mempunyai beberapa kesamaan dengan tesis ini. Kesamaan
tersebut terletak pada permasalahan DPS dan kewenangannya
mengawasi bank.

Hanya saja, kajian penelitian terdahulu cenderung belum
ada dikaitkan dengan pengawasan DPS di dua perusahaan bank di
Kota Banda Aceh. Belum ada penelitian yang secara khusus
melakukan analisis efektivitas pengawasan DPS pada Bank Aceh
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Banda
Aceh. Untuk itu, fokus penelitian. ini barangkali menjadi unsur
pembeda dengan kajian-kajian di atas.

1.6. Kerangka Teori

Secara umum, tiap penelitian, baik penelitian hukum, sosial,
atau ekonomi, pada prinsipnya mencoba untuk menganalisis sejauh
mana kedekatan antara teori-teori yang relevan dan fakta-fakta

BAndrew Shandy Utama, “Kebijakan Pengawasan Terhadap
Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, dalam Jurnal “Jurnal
Cahaya Keadilan, Volume. 8, Nomor. 1, April 2020”.
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yang ada di lapangan, atau sekurang-kurangnya menelaah teori-
teori yang kemudian diterapkan di dalam mengukur suatu masalah
yang diteliti. Karena itu, suatu kajian penelitian selalu diarahkan
pada penemuan gab atau perbenturan di antara idealita (yang
seharusnya) dengan apa yang menjadi realita (kenyataan) di
lapangan.

Penelitian ini secara khusus meneliti efektivitas pengawasan
Dewan Pengawas Syariah di Provinsi Aceh. Dengan acuan ini,
teori-teori yang digunakan di dalam tesis ini seluruhnya
menyangkut teori yang relevan dengan fokus kajian mengenai
efektivitas pengawasan. Secara lebih spesifik, teori yang digunakan
di dalam tesis ini adalah teori efektivitas dan teori pengawasan.

Konsep efektivitas biasanya dihubungkan dengan upaya
untuk melihat sejauh mana suatu kinerja dalam sebuah organisasi,
lembaga maupun perusahaan bisa mencapai tujuannya secara baik,
maksimal dan efektif. Term efektivitas secara sederhana dimaknai
sebagai satu ukuran berhasil tidaknya organisasi di dalam mencapai
tujuannya.’® Miller menyebutkan bahwa efektivitas berhubungan
dengan tingkat seberapa jauh sistem sosial (social system) mampu
mencapai tujuan-tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan
efisiensi, di mana efisiensi mengandung pengertian perbandingan
antara biaya dengan hasil, sementara efektivitas secara langsung
berkaitan dengan sebuah pencapaian terhadap satu tujuan.?’

Keterangan serupa dikemukakan Peter F. Drucker,?® bahwa
efisiensi berhubungan dengan menjalankan pekerjaan dengan benar
yang berhubungan dengan masukan (input) dan keluaran (output).
Sementara efektivitas: adalah menjalakan satu pekerjaan yang
benar, sama sekali tidak mempertimbangkan kepada upaya

26Kurhayadi, Yeti Rohayati, dan Bambang Sucipto, Kebijakan Publik
Era Digitalisasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). 133.

2’Hessel Nogi Tangkilisan, Manajemen Publik, Cet. 2 (Jakarta:
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), him. 138.

28 Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari B, Pemahaman Praktis Administrasi,
Organisasi, Manajemen: Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him. 50.
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meminimalisir dan mempersempit pengeluaran biaya seperti yang
dikemukakan di dalam konsep efisiensi.?’

Secara lebih jauh, Steers menyatakan tiga buah konsep yang
saling berkaitan dalam membicarakan efektivitas, yaitu
optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif sistem, dan tekanan pada
perilaku manusia dalam susunan organisasi.®* Selain itu, Steers
menambahkan bahwa sedikitnya ada lima indikator untuk
mengukur dan menganalisis satu perusahaan mencapai tujuannya
secara efektif, yaitu produktivitas, kemampuan adaptasi dan
fleksibilitas, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, dan pencarian
sumber daya.’!

Dalam penelitian ini, konsep efektivitas tersebut
dikemukakan untuk dijadikan pijakan dalam menganalisis tercapai
tidaknya tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada
perbankan syariah di Aceh. Pelaksanaan pengawasan di perusahaan
bank diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu,
media atau indikator efektivitas dalam konteks ini bisa saja dipakai
untuk melihat sejauh mana ‘peraturan pengawasan bank
direalisasikan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika lima bab masing-
masing bab terdiri dari uraian sub bahasan yang relevan terkait
fokus penelitian. Masing-masing pembahasan penelitian diuraikan
dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu latar belakang, fokus masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu,
dan sistematika pembahasan.

2 Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari B, Pemahaman..., hlm. 50.

SEdy Sutrisno, Budaya Organisasi, Cet 5 Ed. Pertama, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 89.

3'Hessel Nogi Tangkilisan, Manajemen..., him. 141.
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Bab dua merupakan landasan teori, yang tersusun dari
ulasan teori Good Corporate Governance (GCG), konsep
efektivitas, indikator efektivitas, konsep pengawasan, konsep
pengawasan perbankan syariah melalui dewan pengawas syariah,
dan signifikansi DPS pada perbankan syariah.

Bab ketiga, yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari
metode penelitian dan alasan penggunaan metode penelitian
tersebut, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian.

Bab Keempat, hasil penelitian dan pembahasan mengenai
analisis efektivitas pengawasan DPS pada perbankan syariah di
Provinsi Aceh, khususnya Bank Aceh Syariah dan BPRS Hikmah
Wakilah. Bab ini tersusun dari ulasan gambaran umum subjek
penelitian bentuk-bentuk pengawasan DPS pada Bank Aceh
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi
Aceh, efektivitas pengawasan DPS pada Bank Aceh Syariah dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh dan
hambatan yang dialami oleh dewan pengawas syariah dalam
melakukan pengawasan pada Bank Aceh Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Aceh.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan
saran-saran.



BAB 11
LANDASAN TEORI

A. Teori Good Corporate Governance

Good Corporate Governance atau biasanya disingkat
dengan GCG merupakan prinsip yang sudah dikembangkan,
diterapkan dan diaplikasikan dalam perusahaan bank. World Bank
mendefinisikan GCG sebagai aturan, standar dan organisasi di
bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan,
direktur juga manajer, serta perincian dan penjabaran tugas dan
wewenangnya serta pertanggung jawabannya kepada investor
(pemegang saham dan kreditur). Tujuan GCG untuk menciptakan
sistem pengendalian dan keseimbangan (check and balances) untuk
mencegah kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan sumber
daya perusahaan, dan juga tetap mendorong terjadinya
pertumbuhan perusahaan.!

Dalam makna yang sederhana, Good Corporate Governance
merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Good berarti baik,
kata Corporate bermakna perusahaan dan Governance berarti tata
kelola atau seluruh proses pengelolaan perusahaan.” Di dunia
perbankan di artikan dengan tata kelola bank yang baik.?

Konsep GCG dalam perbankan syariah sangat penting,
sebab mampu untuk membangun perusahaan perbankan secara
khusus, dan bukan hanya mampu dalam mencapai tujuan mencari

'Akhmad Faozan, Implementasi Shariah Governance di Bank Syariah,
“Jurnal: Asy-Syir’ah-Jurnal IlImu Syari’ah ‘dan Hukum”. Vol. 49, No. 2,
Desember 2015, hlm. 341-342.

2Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 250: Romli Atmasasmita
di dalam ulasannya, ketika menjelaskan tawaran pembentukan peraturan
perundang-undang terkait tata kelola perusahaan, ia juga memberikan istilah
Good Corporate Governance untuk penamaan tata kelola perusahaan yang baik.
Lihat dalam Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejanahatan Bisnis, Ed.
Ketiga, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hIm. xvii.

3Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, Audit Bank
Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 69.
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laba maksimal juga untuk menjaga dan memaksimalkan nilai baik
perusahaan bank. Hal ini selaras dengan Evan Hamzah Muchtar,
bahwa perkembangan dan pertumbuhan perusahaan berlomba-
lomba agar mencapai tujuan utama perusahaan, bukan hanya ingin
memaksimumkan laba namun namun juga memaksimumkan nilai
perusahaan.* Untuk konteks yang terakhir inilah diperlukan adanya
konsep GCG yang baik dalam satu perusahaan.

Dalam penerapannya, konsep GCG ini mempunyai
beberapa unsur penting. Unsur-unsur yang dimaksud sebagai
pembentuk pada tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks
ini, Adrian Sutedi sebagaimana dikutip oleh Astutik, bahwa ada
sekurang-kurangnya empat unsur umum yang harus ada dalam
pelaksanaan GCG dalam suatu perusahaan:

a. Fairness (keadilan), menjamin perlindungan hak para pemegang
saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan investors
(para penanam modal).

b. Transparency (transparansi), mewajibkan adanya suatu
informasi yang terbuka, tepat” waktu, serta jelas dan dapat
diperbandingkan, = yang menyangkut kondisi keuangan,
pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

¢. Accountability (akutabilitas), menjelaskan peran, tanggung
jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan
sebuah kepentingan manajemen dan pemegang saham
sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

d. Responsibility (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya
peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin
dipatuhinya nilai-nilai sosial.’

4Evan Hamzah Muchtar, Corporate Governance Konsep &
Implementasi nya pada Emiten Saham Syariah, (Jawa Barat: Adanu Abimata,
2021), hlm. 1-2.

SLihat dalam, Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, Aspek
Hukum Perlindungan bagi Nasabah Bank Syariah, (Surabaya: Unitomo Press,
2020), hlm. 76: Menyangkut prinsip-prinsip GCG ini dapat ditelusuri juga di
dalam beberapa literatur lainnya seperti, Eko Sudarmantodkk, Good Corporate
Governance-GCG, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 23-24: Lihat
juga dalam Riska Franita Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai
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Selain empat unsur atau prinsip GCG di atas, beberapa ahli
ulasan lainnya menambahkan kriteria yang lain, seperti
professional, integrity, independency, morality, dan commitment.®
Intinya bahwa konsep GCG memiliki prinsip-prinsip ideal
perusahaan dalam tata kelola yang baik.

Di dalam konteks penerapannya di bank syariah,
perusahaan bank perlu menerapkan sistem dan prinsip-prinsip
GCQG. Pada posisi ini, model penerapan GCG di perusahaan bank
syariah adalah bagian dari tuntutan shariah governance, atas dasar
itu muncul pula istilah yang disebut Islamic Corporate Governance
atau Shariah Corporate Governance, maknanya adalah tata kelola
perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip
syariah. Realisasi dari prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah
merupakan bagian dari kepatuhan atas nilai syariat Islam (shariah
compliance).’

Umumnya, prinsip-prinsip GCG yang diterapkan pada bank
syariah mengikuti prinsip GCG pada perusahaan secara umum,
yaitu fairness, transparency, accountability, responsibility, selain
itu ada beberapa prinsip ideal yang lainnya. Hanya saja, dalam
praktik dan pelaksanaannya di perbankan syariah maka prinsip
yang relatif lebih ditekankan ialah prinsip responsibility, yaitu
prinsip tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prinsip dan nilai-
nilai hukum Islam. Secara umum, prinsip-prinsip syariah yang
harus diperhatikan dalam aspek pengelolaan perbankan syariah
ialah terbebas dari unsur riba, zalim, gharar atau ketidakpastian,
dan penipuan.

1. Riba (L_lh). Riba atau disebut juga dengan usury, interest secara
bahasa berarti tambahan, bertambah dan tumbuh. Menurut
istilah, riba ialah pengambila tambahan terhadap uang pokok

Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi, (Medan: Lembaga
Penelitian dan Penulisan [Imiah Aqli, 2018), him. 10-11.

%Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, Aspek..., hlm. 76-77.
7Akhmad Faozan, Implementasi..., him. 340-342.
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pinjaman.® Riba merupakan salah satu unsur yang dapat
mencederai akad. Sebab, riba sebagai bentuk pemerolehan harta
yang tidak legal, mengambil hak-hak orang Ilain. Oleh
karenanya, Islam melarang dan mengharamkan riba.® Yusuf Al-
Qardaw1 menyebutkan ada minimal empat sebab diharamkannya
riba, yaitu: Pertama, rtiba dipandang sebagai tindakan
mengambil harta orang lain tanpa hak, dan tanpa ganti rugi dan
kompensasi. Kedua, ketergantungan kepada riba membuat
seseorang (pelakunya) akan menjadi malas. Ketiga, riba
menghambat seseorang berbuat baik. Hal ini sebagai distorsi
atas dianjurkannya bersedekah. Keempat, riba membuka
peluang terjadi kesenjangan status sosial yang cukup signifikan.
Orang kaya bahkan dapat berbuat zalim terhadap orang
miskin.!® Setiap barang tambahan dalam pinjaman asal
menunjukkan ada praktik riba. Hal ini sejalan dengan salah satu
kaidah fikih yang menyebutkan “setiap piutang yang
mendatangkan manfaat adalah riba»."

8Gibtiah, Fikih Kontemporer, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2018), hlm. 74.

°Lihat dalam Said Hawwa, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), him. 524: Asep Saepuddin Jahar, dkk.,
Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), him. 276.

Y tsuf al-Qaradawt, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (terj: M. Tatam
Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 397-398: Keterangan tersebut juga diulas
oleh Mardani, Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),
hlm. 21: Bandingkan dengan, Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam,
(Terj: R. Kaelan dan Muh. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah,
2016), hlm. 730-731.

UIBI-Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 9: Kaidah tersebut digunakan
oleh Dewan Syariah MUI dalam banyak produk fatwanya. Kaidah tersebut
sebetulnya diambil dari salah satu riwayat hadis, yaitu dari Ali ra riwayat Haris
bin Abu Usamah. Lebih kurang matannya berbunyi: “G, 136 4xdis 5 (a8 &,
artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”. Hanya saja, Ibn Hajar
menyebutkan sanad riwayat tersebut terlalu lemah. Lihat, Ibn Hajar al-°Asqalant,
Buliigh al-Maram, (Terj: Irfan Maulana Hakim), (Bandung: Mizan Pustaka,
2010), hlm. 347.
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Dalam tata kelola perusahaan bank syariah, sangat wajar
bahkan wajib menghindari segala bentuk riba. Kemungkinan
ada praktik riba dalam tata kelola dan sistem operasional bank
relatif cukup terbuka. Biasanya, praktik riba terjadi dalam
pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan bank kepada para
nasabah.

Pada perkembangannya, proses lalu lintas perekonomian
dengan melibatkan bank ini telah beranjak dari sebelumnya
versi konvensional menjadi versi syariah dan selanjutnya diberi
nama Bank Syariah. Maksud kata syariah yang disebutkan pada
term bank syariah ini sendiri menjadikan pembeda di mana lalu
lintas kerja bank yang sebelumnya rentan terjadi praktik
pembatal akad menurut Islam seperti riba, menjadi lalu lintas
kerja bank dengan merujuk pada nilai hukum Islam, yaitu tanpa
riba. Dengan begitu, kehadiran Bank Syariah di tengah-tengah
masyarakat, khususnya Indonesia boleh dikatakan untuk
menyerap aspirasi hukum Islam itu sendiri sebagai suatu hukum
yang tumbuh dan digunakan di tengah-tengah masyarakat, di
samping juga karena nasabah ada yang mempunyai
kecenderungan-kecenderungan kuat agar tidak berinteraksi
dengan sistem, pola operasional bank konvensional yang
notabene sarat dengan pelanggaran hukum Islam tadi.

2. Zalim. Menurut Subhi dan Taufik, zalim adalah berbuat aniaya.
Makna zalim terhadap  orang-orang lemah  adalah
memperlakukan orang-orang yang berada dalam keadaan
kesusahan, seperti orang miskin, hamba sahaya, anak yang
ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, termasuk tingkah laku
sewenang-wenang dari atasan pada bawahannya.!? Al-Sya’rawi
menyebutkan kata zalim sering pula disebut dengan istilah gisth,

2Asep Subhi dan Ahmad Taufik, 10/ Dosa-Dosa Besar (Jakarta:
Qultum Media, 2004), hlm. 88-89.
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sebagai  imbangan dari  ketidakadilan, artinya ada
penyelewenang dan kezaliman.'?

Zalim adalah perkara terlarang, bahkan dalam beberapa
literatur zalim dimasukkan sebagai salah satu kriteria dosa besar.
Al-Zahabi dalam kitab “al-Kaba 'ir” memasukkan berlaku zalim
sebagai salah satu dosa dari sekian banyak dosa besar yang ada.
Cukup banyak bentuk kezaliman, di antaranya menganiaya yang
lemah, melakukan tindakan penipuan, kejahatan penguasa
kepada rakyatnya, termasuk pula orang yang menunda-nunda
membayar utang padahal mampu dan bisa untuk membayar
utang tersebut kepada pemiliknya.'* Di dalam konteks
perbankan syariah, zalim juga biasanya muncul dalam
pelaksanaan produk pembiayaan di dalam bank.

3. Gharar. Gharar merupakan sesuatu yang tidak tentu atau samar-
samar. Dalam pengertian lain, gharar berarti segala sesuatu
yang mengandung unsur ketidakpastian.!> Pada catatan Amrin,
gharar dinamakan sebagai bentuk penipuan yang dapat
menghilangkan unsur kerelaan dari pihak-pihak dirugikan.!'®
Bentuk penipuan ini terjadi karena tidak adanya kepastian dalam
sisi akad saja, namun juga berlaku pada saat realisasi
pelaksanaannya.

BMuhammad Mutawalli al-Sya’rawi, al-Kaba 'ir, (Terj: Abdul Hayyie
al-Kattani dan Fithiah Wardie), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm.
125-126.

“Syamsuddin al-Zahabi, al-Kaba'ir, (Terj: Abu Zufar Imtihan al-
Syafi’i), (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 173-180.

5Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pasa Pasar Modal
Syariah, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 30.

16 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di

Tengah Asuransi Konvensional, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), him.
47.
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4. Tadlis. Tadlis Dberarti penipuan, segala sesuatu yang
mengandung unsur penipuan. Unsur tadlis bisa terjadi pada
kualitas objek atau barang yang menjadi barang transaksi.!’

Kepatuhan syariah atau shariah compliance terhadap unsur

diatas merupakan manifestasi pemenuhan prinsip syariah di
lembaga yang mempunyai wujud dan karakteristik, integritas dan
kredibilitas di bank syariah.'”® Oleh sebab itu, perbedaan GCG
dalam perusahaan konvensional dengan perusahaan syariah
khususnya pada penerapan perusahaan bank syariah adalah terletak
pada terpenuhi tidaknya sisi kepatuhan syariah (shariah
complience), yaitu terbebas dari unsur-unsur yang dianulir oleh
syariat Islam sebagaimana telah disinggung di atas.

B. Konsep Efektivitas
1. Terminologi Efektivitas

Term efektivitas, jika dilihat dalam Kamus merupakan satu
kata dasar, seakar dengan kata efektif, dan kedua-duanya berasal
dari kata efek, artinya akibat, dampak. Kata efektif berarti ada
akibatnya atau ada pengaruhnya. (kesannya), manjur, mujarab,
dapat membawa hasil, dan mulai berlaku tentang peraturan
perundang-undangan atau peraturan.'” Sementara itu, kata
efektivitas pada asalnya diambil dari bahasa Inggris, yaitu
effectiveness, disebut juga dengan effectiviteit (Belanda) atau
fa’aliyyah (Arab).?°

17Abl al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-
Diniyyah, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press,
2014), hlm. 426.

18Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, Audit...,
hlm. 15.

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008). 374.

XJohn M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia Inggris,
(Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 153: Lihat juga di dalam, JM. Cowan (ed),
Arabic English Dictionary, Third Edition, (New York: Spoken Language
Service, 1976) hlm. 721: Sofia Thrion dan Steven Patty, Belanda Indonesia-
Indonesia Belanda, (Jakarta: Gramedia, 2012), him. 85.
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Konsep efektivitas ini erat hubungannya dengan organisasi.
Artinya, membicarakan efektivitas tidak dapat dilepaskan dari tema
organisasi. Hal ini dapat dipahami dalam catatan Mardiasmo,
dikutip Kurhayadi dan kawan-kawan, maksud efektivitas secara
sederhana bermaksud ukuran berhasil tidaknya satu organisasi
dalam mencapai tujuannya.?! Jika ditelusuri konsep efektivitas
berikut dengan definisi yang dibubuhkan oleh para tokoh, maka
akan ditemukan berbagai konteks baik dalam konteks kinerja
organisasi, efektivitas, hukum, termasuk efektivitas komunikasi.
Sebab itu, cakupan konsep efektivitas relatif sangat luas.

Dalam pengertian istilah atau terminologi, terdapat relatif
banyak rumusan, di antara yang paling populer dikemukakan
Miller dikutip oleh Hessel, bahwa yang dimaksud dengan
efektivitas adalah tingkat seberapa jauh sistem sosial (social
system) mampu mencapai tujuan-tujuannya. Efektivitas ini harus
dibedakan dengan efisiensi, di mana efisiensi mengandung
pengertian perbandingan antara biaya dengan hasil, sementara
efektivitas secara langsung berkaitan dengan sebuah pencapaian
terhadap satu tujuan.?’ Keterangan serupa dikemukakan Peter F.
Drucker, bahwa efisiensi berhubungan dengan menjalankan
pekerjaan dengan benar yang berhubungan dengan masukan (input)
dan keluaran (output). Sementara efektivitas adalah menjalankan
satu pekerjaan yang benar, sama sekali tidak mempertimbangkan
kepada upaya meminimalisir biaya sebagaimana yang terjadi dalam
konsep efisiensi.??

Efektivitas selalu dikaitkan dengan capaian tujuan. Definisi
dikemukakan Miller memberikan pemahaman bahwa efektivitas ini

2'Kurhayadi, Yeti Rohayati, dan Bambang Sucipto, Kebijakan Publik di
Era Digitalisasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). 133.

?Hessel Nogi Tangkilisan, Manajemen Publik, Cet. 2, (Jakarta:
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 138.

BLihat dalam, Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti,
Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, Manajemen: Strategi Mengelola

Kelangsungan Hidup Organisasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2019), hlm. 50.
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hanya berhubungan dengan sejauh mana tujuan-tujuan yang sudah
direncanakan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan
atau organisasi, atau kelompok orang yang memiliki program, atau
sejenisnya, tidak perlu menghitung seberapa besar biaya yang
sudah dikeluarkan, atau seberapa lama waktu dalam mencapai
tujuan. Oleh sebab itu, Miller membedakan antara efisiensi dengan
efektivitas, di mana efisiensi ada kaitannya dengan hubungan
antara biaya dan juga hasil, sementara efektivitas tidak demikian.

Efisiensi lebih pada perbandingan antara sumber daya yang
digunakan dan owuput. Maknanya berapa besar ouput yang
dihasilkan di dalam prosesnya dibanding dengan input yang masuk.
Singkatnya makin besar oufput yang dihasilkan, dan semakin kecil
input yang diperlukan maka semakin efisien. Sementara itu,
efektivitas adalah sejauh mana outpur yang dihasilkan mampu
memenuhi sasaran dan tujuan manajemen, di mana ukuran
efektivitas hampir selalu dipakai untuk menggambarkan kesesuaian
rencana dengan realisasi.?*

Definisi lainnya dipahami”dari penjelasan Georgopoulus
dan Tannenbaum, dikutip oleh Abdul Rahman Nur. Keduanya
memakai istilah efektivitas organmisasi yaitu tingkat sejauhmana
organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber
daya, sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya,
tanpa ada pemborosan, dan berusaha untuk menghindari
ketegangan yang tidak perlu antara anggota-anggotanya.
Efektivitas ini erat kaitannya dengan berhasil tidaknya pencapaian
satu tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai
tujuannya, organisasi tersebut bisa diketakan telah berjalan dengan
efektif.?

Konsep efektivitas seperti dipahami di atas oleh sebagian
ahli lainnya cenderung dianulir. Karena, efektivitas tidak hanya

2Taufiqurokhman dan Evi Satispi, Teori dan Perkembangan
Manajemen Pelayanan Publik, (Tangerang: UMJ Press, 2018). 47.

ZAbdul Rahman Nur, Konsepsi Negara Nachwachtes Staat Menuju
Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo, (Palopo: Guepedia, 2018).
84-85.
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mengukur dan melihat hasil atau tujuan yang sudah direncanakan
dengan baik, namun berhubungan pula dengan keseluruhan proses-
prosesnya dan sumber daya manusia sebagai pelakunya. Ini sejalan
dengan ulasan Steers, bahwa umumnya efektivitas hanya dikaitkan
dengan tujuan organisasi yaitu laba, yang cenderung mengabaikan
aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya yaitu sumber daya
manusia. Melihat dan membicarakan efektivitas organisasi, sumber
daya manusia dan juga perilaku manusia idealnya selalu muncul
menjadi fokus primer atau pokok pembahasan dalam konsep
efektivitas. Dalam hal ini, Steers setidaknya menyatakan tiga buah
konsep yang saling berkaitan dalam membicarakan efektivitas,
yaitu:26
a. Optimalisasi tujuan-tujuan
b. Perspektif sistem
c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.
Dalam kutipan yang sama, pandangan tersebut juga senada
dengan keterangan Argris, bahwa dalam efektivitas organisasi,
yang dilihat itu adalah pencapaian tujuan, kemampuan (termasuk di
dalam konteks ini adalah sistem yang dijalankan), dan pemanfaatan
tenaga manusia.”’ Untuk itu, ada kesamaan konsep efektivitas yang
digagas oleh Steers dan Argris, dan konsep efektivitas di atas dapat
disajikan dalam gambar berikut ini:

2Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, Cet 5, Ed. Pertama, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 89.

2"Hessel Nogi Tangkilisan, Manajemen..., hlm. 139.
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Gambar 2.1: Konsep Efektivitas Steers dan Argris

Pencapaian Tujuan

at

Efektivitas

ampuan
em l

Sumber : Edy Sutrisno (2018)

Tiga komponen, baik tujuan, kemampuan/sistem, dan SDM
merupakan unsur yang ada dalam konsep efektivitas. Mengacu
pada beberapa rumusan tersebut, dipahami bahwa efektivitas
mempunyai ragam definisi. Tujuan organisasi menjadi basis yang
dikaji di dalam teori efektivitas. Artinya, membicarakan efektivitas
adalah sama saja melihat segjauh mana tujuan-tujuan yang sudah
ditetapkan dan sudah direncanakan dapat dicapai secara baik.
Dalam konteks ini, ukuran efektivitas yang digunanakan adalah
sejauhmana pencapaian tujuan organisasi mampu direalisasikan,
meliputi realisai terhadap visi-misi organisasi.

2. Indikator Efektivitas

Sebelumnya sudah disinggung bahwa konsep efektivitas ini
mempunyai cakupan yang relatif cukup luas, baik dilihat dari sudut
pandangan kinerja pelayanan, aktivitas dan kinerja organisasi, atau
di dalam mengukur efektivitas hukum. Luasnya cakupan dari
konsep efektivitas tersebut juga berpengaruh pada indikator-
indikator yang digunakan. Sebut saja misalnya dalam mengukur
efektivitas hukum, maka indikator yang dipergunakan umumnya
meliputi empat macam yaitu adanya materi hukum yang baik,
aparat penegak hukum yang baik, adanya masyarakat dan
kesadaran hukum yang baik, serta ada sarana dan prasarana,
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termasuk fasilitas di dalam meneggakan opsi-opsi hukum yang
sudah diatur dalam materi hukum tadi.?® Berbeda dengan konteks
kinerja suatu organisasi, maka indikator-indikator yang digunakan
juga berbeda-beda.

Dalam pandangan Steers, efektivitas hanya berkaitan
dengan tujuan suatu organisasi, yaitu laba keuntungan. Pandangan
ini justru mengabaikan aspek lain yang justru dipandang cukup
penting serta bersifat primer yaitu sumber daya manusia.?’ Dalam
efektivitas satu organisasi, sumber daya manusia dan perilaku
manusia menempati posisi yang prime (pokok), sehingga suatu
kinerja dapat dikatakan efektif. 3

Dalam konteks ini para ahli berbeda-beda dalam
menetapkan indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur
efektivitas. Menurut Steers, dikutip oleh Hessel, terdapat lima
indikator dalam mengukur efektivitas, yaitu:>!

Produktivitas

. Kemampuan adaptasi dan fleksibilitas
Kepuasan kerja

Kemampuan berlaba

Pencarian sumber daya

N

Masih dalam kutipan yang sama, Gibson menyebutkan ada
tujuh indikator di dalam mengukur efektivitas, yaitu:
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang matap
4. Perencanaan yang matang

28Menyangkut indikator efektivitas hukum tersebut, secara lebih rindi
dan lengkap dapat dirujuk ke dalam, Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand
Theory) dalam Hukum, Cet, 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),
hlm. 117: Bandingkan dengan, Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori
Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Cet. 7, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), him. 308-310.

2Edy Sutrisno, Budaya..., hlm. 89.

30Edy Sutrisno, Budaya..., hlm. 89.

3'Hessel Nogi Tangkilisan, Manajemen..., him. 141.
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Penyusunan program yang tepat

Tersedianya sarana dan prasarana

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidi.?
Sementara itu, berdasarkan catatan Taufiqurokhman dan

Evi Satispi, terdapat 14 unsur yang relavan menjadi alat ukur
efektivitas, khususnya bebrhubungan dengan efektivitas pelayanan
dalam suatu organisasi, yaitu:*?

1.

Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihar dari sisi kesederhanaan alur
pelayanan.

. Persyaratan layanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan
jenis pelayanannya.

. Kejelasan tugas pelayanan, yaitu keberadaan dan juga kepastian

petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan
kewenangan dan tanggung jawab).

. Kedisiplinan petugas layanan, yaitu kesungguhan petugas dalam

memberikan layanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja
sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

. Tanggungjawab petugas layanan, yaitu kejelasan wewenang dan

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan pelayanan.

. Kemampuan petugas layanan, yaitu berupa tingkat keahlian dan

keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan ataupun
menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

. Kecepatan pelayanan, yaitu target pelayanan dapat diselesaikan

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

. Keadilan mendapat layanan, yaitu pelaksanaan pelayanan

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang
dilayani.

$?Hessel Nogi Tangkilisan, Manajemen..., hlm. 141.
BTaufiqurokhman dan Evi Satispi, Teori dan Perkembangan

Manajemen Pelayanan Publik, (Tangerang: UMJ Press, 2018), him. 170-172.
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9. Kesopanan/keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan
dan ramah serta saling menghargai.

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat

terhadap pembiayaan yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang
ditetapkan dengan biaya yang dibayarkan.

12. Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu
pelayanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

13. Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana prasarana
layanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat
memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

14. Keamanan pelayanan yaitu terjamin tidaknya tingkat
keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan (sarana)
yang dipakai sehingga masyarakat merasa senang untuk
mendapat pelayanan terhadap resikoresiko yang akibatnya dari
pelaksanaan.*

Berdasarkan beberapa keterangan, diketahui bahwa terdapat
perbedaan para ahli dalam melihat indikator yang menentukan
suatu kinerja dapat berjalan efektif atau tidak. Dari pandangan-
pandangan di atas, maka yang menjadi tolak ukur atau indikator
efektivitas yang digunakan tergantung pada dimansi atau masalah
yang dikukur. Jika yang diukur adalah efektivitas pelaksanaan
hukum, maka media atau alatnya adalah berbeda dengan
pengukuran efektivitas kinerja dan pelayanan organisasi.

Dalam konteks ini, indikator yang dipakai bisa
menggunakan efektivitas hukum . sekaligus efektivitas kinerja
pelayanan organisasi. Indikator efektivitas hukum berkenaan
dengan regulasi pengawasan lembaga keuangan syariah, di mana
pengawasan perbankan syariah ini biasanya dilakukan oleh
lembaga yang disebut DPS atau Dewan Pengawas Syariah.
Pelaksanaan pengawasan pada perusahaan bank diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, media atau

3Taufiqurokhman dan Evi Satispi, Teori... 170-172.
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indikator efektivitas dalam konteks ini bisa saja dipakai untuk
melihat sejauh mana peraturan pengawasan bank direalisasikan
oleh Dewan Pengawas Syariah. Untuk lebih jelasnya konsep
pengawasan secara khusus akan dikemukakan dalam sub bahasan
tersendiri.

C. Konsep Pengawasan
1. Terminologi Pengawasan

Terminologi pengawasan relatif cukup familiar ditemukan
di dalam berbagai literatur pelayanan publik sekaligus dalam
literatur ilmu-ilmu pemerintahan, atau boleh jadi dalam konteks
perusahaan atau korporasi. Secara bahasa, istilah pengawasan
merupakan bentuk turunan dari kata awas, maknanya agar bisa
melihat baik-baik, tajam penglihatan dan bisa mengetahui, melihat
segala yang gaib, rahasia. Kata awas, kemudian membentuk
beberapa derivasi kata lain seperti mengawasi, pengawasan, dan
pengawas. Mengawasi berarti melihat dan memperhatikan tingkah
laku seseorang, mengamati dan menjaga baik-baik atau
mengontrol. Adapun kata pengawasan disematkan ke dalam makna
proses melakukan kontrol.*

Istilah pengawasan dalam bahasa Arab sering disebut
dengan hisbah.’® Sementara di dalam bahasa Inggris disebut
dengan control atau_ controlling, maknanya tidak sekedar
mengawasi dalam melihat sesuatu secara seksama atau melaporkan
hasil kegiatan mengawasi, tapi juga mengandung pengertian
memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang

35Tim Redaksi, Kamus..., hlm. 108: Lihat juga, Tim Redaksi, Tesaurus
Kamus Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 224.

3%Raghib al-Sirjani, Maza Qaddam al-Muslimin li al-‘Alam Ishamat al-
Muslimin fi Hadarah al-Isnaniyah, (Terj: Sonif, Masturi Irham, dan Malik
Supar), Cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 562.
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sesuai dengan yang direncanakan.’’” Pihak yang melaksanakan
pengawasan (pengawas dan pengontrol) disebut muhtasib.’®

Dalam  Kamus  Al-Munawwir,  disebutkan = bahwa
pengawasan dipakai untuk istilah hisbah, yang asalnya berakar dari
kata hasaba-husbanan-mahsabatan, secara lughah berarti mengira
dan menduga, menyangka, memandang, menganggap, dan
menghitung.*® Di dalam ilmu pemerintahan Islam, istilah Zisbah
atau sering pula dinamakan dengan wilayah al-hisbah, bermakna
sebagai sebuah lembaga yang secara khusus melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap tingkah laku dan praktik yang terjadi di
tengah-tengah mastarakat, khusus berhubungan dengan nilai dan
norma hukum. Imam Al-Mawardi (w. 450 H),** mendefinisikan
hisbah sebagai upaya memerintahkan pada kabaikan, jika terbukti
kebaikan itu banyak ditinggalkan, mencegah kemungkaran apabila
telah terbukti perbuatan kemungkaran banyak dilakukan.*!

37Retina Sri Sejati, Managemen Strategis (Yogyakarta: B.Utama, 2015)
hlm. 164.

BRomly, Hisbah Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam
(Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 28.

39Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus Munawwir, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2007), hlm. 261.

“Imam Al-Mawardi merupakan salah satu ulama mazhab Syafi’i. Kitab
al-Ahkam al-Sultaniyah merupakan kitab beliau yang relatif cukup representatif
di dalam kajian pemerintahan Islam. Dalah satu yang ia bahas adalah tentang
konsep hisbah atau pengawasan pasar. Bahkan, kajian tentang pengawasan atau
hisbah ini hampir ditemukan pada literatur yang membahas tentang sistem
pemerintahan di dalam Islam, selain itu ditemukan juga dalam buku-buku yang
membahas tentang ekonomi Islam, khususnya menyangkut pengawasan pasar.

41Abt al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-
Diniyyah, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press,
2014), hlm. 406: Makna hisbah tersebut juga sama seperti dikemukakan oleh Ibn
Taimiyah dalam kitabnya, Majmii’ah al-Fatawa, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2,
(Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4: Badingkan pula dengan beberapa literatur
yang lain, seperti di dalam, Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57: Abdul Manan, Mahkamah
Syar’iyyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2018), hlm. 143: Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum
Islam & Barat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 63.
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Abdul Halim Mahmiid memaknainya sebagai lembaga yang
bertugas mengawasi, mengingatkan, melaksanakan undang-undang
dan ketertiban umum.*” Muhammad Igbal memaknai hisbah
sebagai sebuah lembaga yang fungsinya menyelesaikan perkara-
perkara di tengah masyarakat yang sifatnya ringan seperti misalnya
kecurangan dan penipuan di dalam bisnis.*?

Pemaknaan pengawasan dalam arti hisbah seperti tersebut
di atas pada prinsipnya sama dengan makna pengawasan yang
berlaku dalam tata hukum pemerintahan modern, khususnya dalam
kerangka makna suatu lembaga yang memiliki tugas mengawasi
masyarakat dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar di dalam
praktik bisnis dan kegiatan ekonominya tidak menyimpang dari
nilai-nilai syariah. Makna ini barangkali sejalan dengan konsep
yang dikembangkan di dalam perekonomian modern.

Dalam makna konvensional, istilah pengawasan atau sering
disebut dengan istilah controlling, cenderung diarahkan hanya pada
pengawasan manusia dan suatu lembaga dengan tujuan pragmatis,
cenderung diarahkan pula pada pengawasan yang berlaku di dalam
lembaga, tanpa ada kaitannnya dengan nilai-nilai norma hukum. Ini
dapat dipahami dari keterangan George R. Terry, dikutip oleh Jurdi
bahwa control atau pengawasan adalah menentukan apa yang telah
dicapai, mengevaluasi, menerapkan tindakan korektif jika memang
diperlukan, dan memastikan sesuai dengan rencana.**

Menurut Pramukti dan Chahyaningsih, pengawasan adalah
suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan
apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Proses
pengawasan ini diutamakan kepada tindakan evaluasi serta koreksi
terahadap hasil yang dicapai. Pengawasan juga disamakan dengan

“Al1 Abd al-Halim Mahmiid, Ma’a al-‘Agidah wa al-Harakah wa al-
Manhaj fi Khair Ummah Ukhrijat Linnas, (Terj: As’ad Yasin), Cet. 2, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), him. 255.

“Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158.

“Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2019), hlm. 286.
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adanya koreksi terhadap das sein dan das sollen, di mana das sein
(rencana atau sesuatu yang diharapkan) harus ada dan sesuai
dengan das solleh (fakta atau kenyataan).*> Keterangan lain
dikemukakan Henry Fayol, sebagaimana dikutip Marhawati bahwa
yang dimaksud pengawasan adalah upaya memeriksa apakah
semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang
dikeluarkan dan juga prinsip yang dianut.*

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, bisa
dipahami bahwa pengawasan berkaitan erat dengan sikap sekaligus
tindakan, dan upaya memeriksa ada tidaknya kesesuaian antara
praktik yang ada di lapangan dengan aspek yuridis, yaitu
sebagaimana regulasi yang diatur, digagas, dan direncakan, berikut
dengan memberikan penilaian kritik, koreksi dan evaluasi terhadap
kesalahan yang terjadi di lapangan.

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Sebelumnya telah dikemukakan, bahwa pengawasan disebut
dengan istilah  evaluating atau” biasa juga disebut dengan
controlling. Menurut Robert J. Mockler, sebagaimana dikutip Hari,
pengawasan adalah bagian dari usaha sistematik menetapkan
standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan dan merancang
sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata
dengan  standar, menentukan,  mengukur deviasi-deviasi
(penyimpangan-penyimpangan yang ada), mengambil tindakan
koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki
telah digunakan dengan efektif dan efisien.*’

4 Angger S. Pramukti & Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum
Terhadap Aparatur Negara, (Jakarta: Media Pressindo, 2018), hlm. 15.

4Besse Marhawati, Pengantar Pengawasan Pendidikan, (Yogyakarta:
B. Utama 2018), hlm. 9: Keterangan Henry Fayol tersebut di atas juga senada
dengan definisi yang diulas Busro. Lihat misalnya dalam, Muhammad Busro,
Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Cet 1 (Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup 2018), him. 143.

“THari Sucahyowati, Manajemen sebuah Pengantar, Cet 1 (Jakarta:
Wilis 2017), hlm. 133.
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Proses pengawasan dalam setiap manajeman organisasi
serta sistem operasionalnya memiliki kedudukan yang sangat
penting. Hal ini selaras dengan keterangan Ricky W. Griffin,
bahwa pengawasan atau controlling sangat penting dilakukan
dalam suatu menagement organisasi. la menyebutkan, minimal ada
empat tujuan pengawasan, yaitu untuk dapat beradaptasi dengan
perubahan lingkungan, untuk membatasi akumulasi dari kesalahan-
kesalahan organisasi dan dapat menghadapi kompleksitas masalah-
masalah yang dihadapi oleh satu organisasi, dan untuk
meminimalkan biaya.** Pada akhirnya, proses pengawasan
(controlling) yang dilaksanakan secara internal maupun ekternal
untuk tujuan agar supaya semua sumber daya yang ada bisa
berfungsi maksimal untuk melayani para pengguna jasa layanan
dari organisasi yang bersangkutan.*’

Begitu pentingnya proses pengawasan seperti dikemukakan
sebelumnya menunjukkan bahwa posisi pengawasan dalam
berbagai dimansi dan objeknya juga menempati posisi kedudukan
yang sangat penting. Bagaimana tidak, gambaran mengenai tujuan
pengawasan sebagaimana yang diulas oleh Griffin di atas menjadi
pertimbangan penting, bahwa di dalam satu manajemen organisasi,
baik berbentuk pelayanan yang diberikan, pelaksanaan program-
program organisasi dan atau pelaksanaan sistem operasional
organisasi, semuanya butuh pengawasan. Melalui pengawasan,
perubahan di dalam lingkungan segera dapat diadaptasi secara baik,
kesalahan-kesalahan (mistakes) organisasi bisa diminimalisir secara
baik, selain itu masalah-masalah yang muncul juga dapat diatasi,
dan pembiayaan dalam manajemen organisasi juga mampu untuk
diawasi secara baik, dari sebelumnya membutuhkan biaya yang
tinggi mampu untuk diminimalisis secara efektif dan efisien.>

“Ricky W. Griffin, Management, (United State of America: Texas A &
M University, 2013), hlm. 570.

“Gabriel Maniagasi, Memahami Perilaku Birokrasi Pelayanan Publik,
(Sentani: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2016), him. 8.

S0Lihat, Ricky W. Griffin, Management..., hlm. 570-572.
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Dalam pelaksanaannya pengawasan memiliki prinsip-
dan asas-asas yang mesti diperhatikan dan direalisasikan
baik. Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel,

sebagaimana dikutip oleh Yaya dan Liya, minimal ada 14 asas
yang mesti muncul dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan,

yaitu:!
a.

Asas tercapainya tujuan (principle of assurance of
objective), artinya perngawasan harus ditujukan ke arah
tercapainya satu tujuan, yaitu dengan mengadakan
perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan-
penyimpangan atau deviasi dari perencanaan.

Asas efisiensi pengawasan (principle of efficiency of
control) di mana pengawasan bisa dikatakan efisien ketika
mampu di dalam menghindari deviasi-deviasi dari sebuah
perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain di
luar dugaan.

Asas  tanggungjawab  pengawasan  (principle  of
responsibility of control) yaitu pengawasan hanya dapat
dilakanakan ketika manager bertanggung jawab penuh
terhadap pelaksanaanya.

Asas pengawasan terhadap masa depan (principle of future
control). Pengawasan yang efektif harus ditujukan pada
arah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan
terjadi di dalam proses dari pada pelaksanaan kegiatan, baik
di waktu sekarang maupun masa yang akan datang.

Asas pengawasan langsung atau principle of direct control.
Teknik kontrol yang paling efektif adalah mengusahakan
ada mamager bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan
itu dilakukan oleh manager atas dasar bahwa manusia itu
sering berbuat kesalahan. Cara yang paling tepat untuk
menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan

S'Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, Pengantar Manajemen: Teori,

Fungsi dan Kasus, Edisi Kedua, Cet. 2, (Yogyakarta: Absolute Media, 2018),
hlm. 111-113.
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perencanaan adalah mengusahakan sedapat mungkin para
petugas memiliki sisi kualitas yang baik.

. Asas refleks perencanaan (principle of reflection of plane).
Pengawasan harus disusun dengan baik sehingga bisa untuk
mencerminkan karakter dan susunan perencanaan yang baik
dan matang.

. Asas penyesuaian dengan organisasi (principle of suitability
organizational). Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan
struktur organisasi. Manager dan bawahannya merupakan di
antara sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan begitu,
pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan
besarnya wewenang manager, sehingga mencerminkan
strukstur suatu organisasi.

. Asas pengawasan individual atau principle of individuality
of control. Praktik pengawasan harus sesuai dengan
kebutuhan manager. Teknik kontrol harus ditunjukkan atas
kebutuhan-kebutuhan terhadap informasi tiap manager.
Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan tersebut berbeda
satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manager.

1. Asas standar atau principle of standard. Kontrol yang

efektif dan efisien memerlukan adanya standar yang tepat
yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan
dan juga tujuan yang tercapai secara efektif dan efisien.

j. Asas pengawasan terhadap stratgis atau principle of

strategic point control. Pengawasan yang memerlukan
adanya suatu perhatian yang ditujukan kepada faktor-faktor
yang strategis dalam perusahaan.

. Asas pengecualisan atau principle of exeption. Efisien
dalam  kontrol membutuhkan adanya perhatian yang
ditujukan atas faktor kekecualian. Kekecualian ini bisa
terjadi dalam situasi dan keadaan tertentu ketika situasi
berubah atau tidak sama.
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l. Asas pengawasan fleksibel (principle of flexibility of
control) yaitu pengawasan harus lues untuk menghindarki
kegagalan pelaksanaan rencana.>
m. Asas peninjauah kembali ataupun principle of review.
Sistem kontrol harus diitinjau secara berkala dan berkali-
kali supaya sistem yang digunakan berguna untuk mencapai
tujuan.
n. Asas tindakan atau principle of action. Pengawasan dapat
dilakukan apabila terdapat ukuran-ukuran untuk mengoreksi
penyimpangan-penyimpangan atau deviasi-deviasi rencana,
organisasi, staffing dan directing.>
Dalam pelaksanaannya, pengawasan memiliki ragam
bentuk. Bentuk-bentuk pengawasan, jika dilithat dalam berbagai
ulasan para ahli cenderung cukup beragam sesuai dengan sudut
pandang melihat dari mana pengawasan itu didekati dan dikaji.
Bahkan, ada juga ahli yang menyebutkan secara relatif rinci
mengenai bentuk-bentuk dari pengawasan dilihat dari berbagai
peprspektif.

Dalam catatan Armida, ketika ia menjelaskan pengawasan
di bidang manajemen kantor, menyebutkan pengawasan atau
kontrol pengendalian dalam suatu perusahaan dapat dilakukan
dengan media dan cara pengendalian mutu, ketelitian kerja, atau
pengawasan di sisi keuangan. Ia juga menambahkan, bahwa proses
pengawasan dapat dilakukan mencakup aktivitas mengawasi,
memeriksa mencocokkan dan mengendalikan semua kegiatan
perusahaan supaya berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah
ditetapkan dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.’*
Mengikuti keterangan ini, maka proses pengawasan bisa saja
dilakukan terhadap mutu kerja yang dilakukan oleh pegawai atau
pekerja, atau dilihat dari ketelitian kerja dengan prosedur,

$2Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, Pengantar..., hlm. 112.
33Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, Pengantar..., hlm. 112-113.

34 Armida Silvia Asriel, Armiati, & Leo Frista, Manajemen Kantor, Cet.
1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 68.
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ketentuan yang sudah ditetapkan, termasuk kesesuaiannya dengan
regulasi yang ada, atau bisa juga dalam bentuk pengawasan
terhadap kondisi keuangan (financial). Dari keterangan ini saja,
bisa dipahami bahwa ada tiga bentuk pengawasan, yaitu
pengawasan dari sisi mutu, ketelitian kerja, dan keuangan.

Dalam catatan Hari Sucahyowati, bentuk pengawasan
dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:>

a. Pengawasan pendahuluan (feedforward control atau
steering control), ditujukan untuk mengantisipasi dari
penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat
sebelum kegiatan terselesaikan.

b. Pengawasan concurrent, yaitu pengawasan dengan pola
“Ya-Tidak”, di mana suatu aspek dari prosedur harus
memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan
dilakukan, gunanya adalah untuk mampu menjamin dari
ketetapan pelaksanaan kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik (feedback control atau past-action
controls), yaitut mengukur hasil "dari satu kegiatan yang
telah dilaksanakan, guna mngukur penyimpangan yang
mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

Bentuk pengawasan seperti tersebut di atas cenderung sama
seperti yang diungkapkan oleh Yayat M. Herujito, hanya saja
dalam pembagian yang ia kemukakan lebih cenderung mengarah
pada pola pengawasan dari segi waktu yaitu ada pengawasan
pendahuluam dan disebut dengan preventif, dan pengawasan di
akhir kegiatan disebut represif. Yayat M. Herujito sendiri membagi
bentuk pengawasan ini dilihat dari tiga sudut pandang yaitu dari
sudut pandang waktu, objek dan subjek. Pengawasan dari sudut
pandang waktu sama dengan di atas. Sementara itu, pengawasan
dari sudut pandang objek diarahkan kepada produksi, keuangan,
aktivitas karyawan dan sebagaimanya. Adapun pengawasan dari

5SHari Sucahyowati, Manajemen..., hlm. 133.
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sisi subjek diarahkan kepada pengawasan intern dan pengawasan
ekstern.’®

Berbeda dengan wulasan di atas, Pramukti dan
Chahyaningsih menyebutkan minimal empat bentuk pengawasan.
Pengawasan yang berlaku di sini lebih dirarahkan kepada
pengawasan masyarakat pada pemimpin atau pejabat negara,
yaitu:®’

a. Pengawasan secara langsung (direct controlling) oleh warga
masyarakat dengan menyampaikan berita ataupun informasi
kepada pegawai pelaksana atau pimpinan = yang
bersangkutan. =~ Materi  informasi pada  umumnya
disampaikan secara tertulis melalui surat (melalui kotak
saran).

b. Pemberitahuan media masa atau pers dalam surat kabar atau
majalah, termasuk juga rubrik pembaca atau surat pembaca.
Di sini, peran media masa serta dengan didorong kemajuan
teknologi menjadikan media masa sangat begitu bermanfaat
untuk menjadi media pengawas.

c. Pengawasan yang dilaksanakan secara tidak langsung atau
indirect comtrolling, yaitu melalui jalur legal yang
ditetapkan peraturan perundang-undangan misalnya melalui
DPR, DPD, DPRD, Komisi ataupun lembaga Ombudsman,
para aparat pengawasn fungsional, dan lainnya.

d. Informasi bisa pula disampaikan melalui penyampaian satu
pendapat di muka umum, akan tetapi harus sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tetap dapat tercapai

stabilitas keamanan.>®

Yayat M. Herujito, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Gramedia
Widia Sarana Indonesia, t.t), hlm. 243: Bandingkan juga dengan ulasan Yaya dan
Liya, bahwa pengawasan dari sisi waktu dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu
preventive control dan repressive cintrol. Lihat dalam, Yaya Ruyatnasih dan
Liya Megawati, Pengantar..., him. 114.

57Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum
terhadap Aparatur Negara, (Jakarta: Media Pressindo, 2018), him. 67-68.

8Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, Pengawasan..., hlm.
67-68.
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Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa proses
dari pengawasan suatu manajemen organisasi, baik di dalam
pengawasan pelayanan, pelaksanaan program, maupun sistem
operasinal sebuah organisasi merupakan sesuatu yang sangat
penting. Melalui prosedur dan mekanisme pengawasan yang baik,
maka kemungkinan tujuan yang sudah direncanakan dari awal akan
dapat dicapai secara efektif dan maksimal. Sebab salah satu tujuan
pengawasan - sendiri ialah agar suatu tujuan yang sudah
direncanakan dapat dicapai.>”

D. Konsep Pengawasan Perbankan Syariah Melalui DPS-
Dewan Pengawas Syariah

Dewasa ini kegiatan ekonomi masyarakat di dunia
umumnya dan secara khusus di Indonesia telah mengalami
perubahan ataupun pergeseran, yang semula dilaksanakan secara
konvensional menuju ke pola-pola syariah. Perusahaan-perusahaan
yang awalnya bekerja dengan sistem dan pola-pola operasional
yang konvensional menuju pola dan sistem syariah. Dalam catatan
Khursid Ahmad, dikutip oleh Antonio, bahwa perkembangan
perbankan syariah di seluruh dunia tumbuh sangat pesat, baik
negara yang mayoritas penduduknya yang beragama Islam,
maupun negara-negara yang umat muslim sebagai minoritas seperti
di Eropa, Autralia, dan juga:Amerika.°

Inggris tercatat sebagai negara yang mengalami
penumbuhan dan pengembangan perusahaan perbankan syariah
relatif cukup baik dan sangat pesat. Perusahaan perbankan syariah
menjadi frend dan salah satu peluang bisnis di negara tersebut.!
Hal ini selaras dengan yang dikemukan oleh Sjahdeini, bahwa di
Eropa, terutama di Inggris yang sebagian besar masyarakatnya non-

% Armida Silvia Asriel, Armiati, & Leo Frista, Manajemen..., hlm. 68.

®‘Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet.
11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 18.

®"Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukm Perbankan Syariah dari
Teori ke Praktik, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), him. 158.
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muslim, bank-bank syariah tumbuh dengan pesat.®? Kenyataan
bahwa pola dan sistem syari’ah sudah diterima secara baik sebagai
bagian dari mekanisme dan cara bisnis yang relatif diakui, bukan
hanya di negara mayoritas muslim, juga negera-negara yang
penduduk muslimnya minoritas.

Di Indonesia, sejak tulisan ini dikemukakan, perusahaan
dan bisnis-bisnis syariah cenderung menunjukkan frand positif,
bahkan perusahaan perbankan yang awalnya konvensional mulai
dialihkan ke syariah. Kelahiran Bank Syariah Indonesia atau BSI
yang secara resmi beroperasi pada 1 Februari 2021, merupakan
hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan, yaitu
Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI
Syariah,®® adalah salah satu indikasi bahwa proses lalu lintas
perusahaan bank syariah Indonesia menjali lebih terintegrasi.

Mengingat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Bank
Syariah di Indonesia, salah satu komponen penting yang
diwajibkan ada ialah sistem pengawasannya. Bagaimana tidak,
perusahaan bank yang secara nomenklatur menggunakan istilah
syariah maka secara sendirinya menuntut agar supaya sistem serta
pola operasional bank syariah juga disesuaikan dengan prinsip-
prinsip syariah. Maknanya bahwa perusahaan bank syariah bukan
hanya sekeder nama, namun demikian prinsip-prinsip syariah

02Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan
Aspek-Aspek Hukumnya, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018),
hlm. 57-58: Menyangkut tumbuh kembang perusahaan bank syariah di dunia
khususnya di belahan Eropa, dapat dirujuk ke dalam beberapa literatur lainnya,
seperti  di dalam Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social
Responsibility pada Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktik, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12: Trisadini P. Usanti & Abd.
Shomad, Hukum Perbankan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),
hlm. 4: Sementara itu untuk perkembangan perusahaan perbankan khusus di
negara-negara mayoritas muslim, baik di Timur Tengah di Asia dapat dirujuk ke
dalam, Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian
Syariah di Indonesia, Edisi Ketiga, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), hlm. 50-54.

®Diakses melalui: https://nawacita.co/index.php/2021/02/01/presiden-jo
kowi-resmikan-berdirinya-bank-syariah-indonesia/, tanggal 18 Maret 2020.
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dalam sistem operasionalnya wajib dipenuhi dan direalisiasikan
secara nyata di lapangan. Misalnya pada pelaksanaan sistem
penyaluran dana melalui pembiayaan sesuai nilai dan prinsip
syariah, terbebas dari unsur-unsur gharar, riba, perjudian serta
penipuan.

Konsep pengawasan perbankan syariah dilakukan langsung
oleh Dewan Pengawas Syariah, atau disingkat dengan sebutan
DPS. Konsep pengawasan bank syariah oleh Dewan pengawas
Syariah ini secara umum sama seperti pola pengawasan umum.
Namun begitu, konsep pengawasan bank syariah melalui Dewan
Pengawas Syariah hanya diarahkan pada proses pengawasan atas
pemenuhan prinsip-prinsip syariah di dalam sistem operasional
bank. Untuk memahami secara lebih jauh mengenai konsep
pengawasan bank melalui Dewan Pengawas Syariah, maka di
bagian ini perlu dijkemukakan definisi konseptual Dewan
Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan dewan yang
memiliki tugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya
agar sesuai dengan garis-garis syariah.®* Penyebutan istilah Dewan
Pengawas Syariah memberikan indikasi pada suatu lembaga khusus
bertugas mengawasi lalu lintas perbankan agar sesuai dengan
prinsip dan nilai syariah. Dalam catatan Nurul Huda dan Nasution,
term atau peristilahan lembaga yang bertugas mengawasi
perbankan berbeda-beda, ada yang menyebut “Dewan Kontrol
Pengawas Syariah” atau @ “Dewan _Pengawas Keagamaan”,
sementara untuk beberapa penulis yang lain menggunakan istilah
“Dewan Pengawas Syariah”.%° Term *“Syariah” di dalam beberapa
peristilahan tersebut merupakan hukum Islam, atau ketentuan-
ketentuan hukum yang diatur di dalam Islam.5°

%Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., hlm. 30.

%Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution (ed), Corrent Issues Lembaga
Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 208.

L ihat, Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah
dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2017), hlm. 23: Penjelasan istilah syariah lainnya bisa dirujuk dalam, Yasuf al-
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Dari beberapa penggunaan istilah Dewan Pengawas di atas,
maka peristilah yang dipakai di bagian ini adalah Dewan Pengawas
Syariah, sebagaimana digunakan umum dalam peristilahan di bank-
bank syariah, bahkan digunakan secara rismi di beberapa peraturan
perundang-undangan dan peraturan lembaga keuangan, koperasi
dan peraturan lainnya. Hanya saja, pendefinisian term Dewan
Pengawas Syariah ini sendiri berbeda-beda di antara satu aturan
dengan aturan lain, dan disesuaikan dengan jenis objek yang diatur.
Berikut ini bisa dipahami beberapa rumusan Dewan Pengawas
Syariah.

a. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS,
disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah dan
selanjutnya disebut DPS ialah dewan yang bertugas
memberikan nasihat dan juga saran pada Direksi serta
mengawasi  kegiatan ~ Bank  Pembiayaan  Rakyat
Syariah/BPRS agar disesuaikan dengan Prinsip Syariah.

b. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah (UKM) Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam & Pembiayaan
Syariah oleh Koperasi, Pasal 1 butir 9, dikemukakan bahwa
Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh
koperasi bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota
dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah
yang menjalankan fungsi dan juga tugas sebagai pengawas
syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang
memberi tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang
dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Qaradawl, Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Ilamiyyah, (Terj: Ade Nurdin dan
Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), him. 13: Abdul Wahhab Khallaf,
Nlm Usal al-Figh, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), (Semarang: Dina
Utama, 2014) hlm. 172: Abd al-Hayy Abd al-‘Al, Usil al-Figh al-Islami, (Terj:
Muhammad Misbah) Cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26: Lihat
juga misalnya di dalam, Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27:
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c. Menurut Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, disebutkan
bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang
ada di lembaga keuangan syariah (LKS) dan bertugas
mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional
(DSN).

d. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang
Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 1 butir 14,
dinyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang
selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ
Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan
terhadap satu penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar
sesuai dengan Prinsip Syariah.

e. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
3/POJK.05/20172017 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang
Baik Bagi Lembaga Penjamin, Pasal 1 butir 19, menyatakan
bahwa Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat
DPS ialah bagian dari organ perusahaan penjaminan
syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan juga
Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap suatu
penyelenggaraan kegiatan Penjaminan Syariah, Penjaminan
Ulang Syariah, agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

f. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 1 butir 6,
mengemukakan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang
selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta
mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip
Syariah.

Masih banyak definisi Dewan Pengawas Syariah yang
diatur dalam peraturan-peraturan terkait lembaga keuangan syariah
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(LKS) lainnya. Melalui beberapa definisi di atas, dapat diketahui
dari sisi redaksional dan peruntukan dari Dewan Pengawas Syariah
berbeda-beda, bahkan peraturan dalam satu lembaga sendiri
berbeda di dalam memberikan definisi Dewan Pengawas Syariah,
sebagaimana dapat dipahami dari tiga Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) di atas. Namun begitu, meski redaksional dan
peruntukannya berbeda-beda, namun esensi fungsinya adalah sama,
di mana Dewan Pengawas di sini ditujukan untuk mengawasi agar
sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik bank maupun
non-bank sesuai dengan nilai dan prinsi-prinsip syariah.

Menurut Briston dan El-Ashker, sebagaimana dikutip Nurul
Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Dewan Pengawas Syariah
ialah merupakan mekanisme kontrol untuk memonitor kinerja bank
Islam yang berkaitan dengan isu kepatuhan pada syariah. Selain itu,
DPS atau Dewan Pengawas Syariah juga dimaksudkan untuk
memastikan semua kontrak, prosedur dan transaksi yang
dilaksanakan oleh bank ialah sesuai dengan aturan Islam.” Intinya
bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu di
antara unsur penting dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
yang tugas dan fungsinya adalah mengawasi atau mengontrol
sistem operasional LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, mekanisme kerja dari
Dewan Pengawas Syariah dicerminkan dalam skema saling terikat
dan berhubungan antara Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan
para pelaksana di lapangan, khususnya pelaksana perusahaan,
biasanya di bagian operasional dan tata kelola perusahaan. Oleh
sebab itu, skema dalam pola mekanisme kerja dari Dewan
Pengawas Syariah tersebut dapat dikemukakan dan dipahami
kembali sebagaimana tersebut di dalam Gambar 1.2 berikut ini: 8

¢’Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution (ed), Corrent..., hlm. 209.
®Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., hlm. 31.
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Gambar 2.2: Mekanisme Kerja DPS
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Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio (2007).

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa ada
tiga komponen dalam pelaksanaan sistem syariah pada Bank
Syariah yaitu pihak Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan
Pelaksana dalam satu perusahaan bank. Dewan Pengawas Syariah
menjadi pihak yang sentral dalam pola pelaksanaan prinsip syariah
di perbankan syariah, termasuk dalam pengajuan rancangan
produk-produk yang ada pada perusahaan, untuk kemudian dapat
diaplikasikan dan direalisasikan di tengah-tengah masyarakat.
Sebut saja misalnya dalam produk jual beli melalui akad
murabahah yang relatif umum digunakan di dalam produk
pembiayan Lembaga Keuangan Syariah, baik bank maupun non-
bank.%’

®Secara etimologi, istilah murabahah berasal dari istilah rabaha yang
terdiri dari huruf ra, na, dan ha, artinya memberi keuntungan. Murabahah yang
penggunaan asalnya dengan sebutan ribiu berarti tumbuh dan berkembang, dan
biasanya digunakan dalam bentuk perniagaan). Dikatakan al-ribh atau
keuntungan karena di dalam transaksi murabahah, disebutkan adanya
keuntungan yang jelas dari barang tersebut sesaat setelah dibandingkan dengan
harga asalnya. Menurut terminologi, definisi yang sederhana dijelaskan oleh
Sa’id Abd al-‘Azim, bahwa dimaksud murabahah ialah penjualan dengan harga
beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan. Definisi yang relatif lebih
lugas dikemukakan Muhamad bahwa murabahah merupakan akad jual beli atas
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E. Signifikansi DPS pada Perbankan Syariah

Pengawasan merupakan fungsi yang sangat penting di
dalam semua lalu lintas kegiatan program organisasi, baik yang
berbasis konvensional atau syariah. Sebagaimana telah diuraikan
pada bagian awal bab ini, sudah disinggung menyangkut fungsi
pengawasan di dalam kegiatan organisasi, yaitu agar tujuan yang
dicita-citakan satu organisasi dapat dicapai secara baik dan
maksimal. Selain itu, juga untuk meminimalisir kesalahan.”
Demikian pula halnya berlaku di dalam proses pengawasan
perusahaan bank syariah, yang pelakunya ialah Dewan Pengawas
Syariah (DPS).

Keberadaan Dewan pengawas Syariah dinilai sangat
penting dan cukup urgen dalam keberlangsungan produk-produk
pembiayan yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat selaku
nasabahnya. Dewan Syariah di dalam bank yang realisasikan
dijalankan oleh DPS memiliki peran yang sangat krusial dan
memiliki urgensitas sangat besar. Signifikansi keberadaan Dewan
Pengawas Syariah pada bank syariah bukan hanya berkedudukan
secara simbolis bahwa di setiap bank syariah harus ada Dewan
Pengawas Syariah, namun yang lebih signifikan adalah bagaimana
produk-produk yang ditawarkan pihak selaras dengan prinsip
syariah.”!

Dilihat dari sistem operasional bank, keberadaan dari
Dewan Pengawas Syariah di perusahaan Perbankan Syariah

barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas dan tegas barang
yang diperjual belikan itu, termasuk menjelaskan harga pembelian barang kepada
pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah
tertentu. Mengenai definisi dan konsep murabahah ini dapat dilihat dalam, Andri
Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015), hlm. 79: Sa’1d Abd al-‘Azim, Akhta’ Sya T’ah fi Buyi’ wa
Hukm Ba’d Mu’amalat al-Hammah, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press,
2014), hlm. 84: Muhamad, Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya,
(Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), him. 187.

"OLihat, Ricky W. Griffin, Management..., hlm. 570: Hari Sucahyowati,
Manajemen..., hlm. 133.

""Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance Keuangan
Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 552.
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menjadi salah satu pembeda dari lembaga keuangan konvensional.
Dalam konteks ini, keberadaan dari Dewan Pengawas Syariah
bukan hanya sekedar simbol pembeda saja, tetapi mempunyai
peran yang sangat penting di dalam tata kelola operasional
Lembaga Keuangan Syariah, khusus di Perusahaan Perbankan
Syariah.

Menurut Mulazid, keberadaan Dewan Pengawas Syariah di
dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah sangatlah
penting dan strategis, karena salah satu tugas utamanya ialah untuk
meluruskan apabila ada penyimpangan-penyimpangan atau deviasi-
deviasi dalam oprasionalnya sehingga kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan prinsip syariah.” Demikian juga yang diketengahkan
oleh Rivai, bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran
penting dan strategis dalam penerapan prinsip Islam pada
perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini bertanggung
jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank Islam
sesuai dengan prinsip nilai syariat Islam.”3

Dalam konteks pengawasan perusahaan perbankan syariah,
Otoritas Jasa Keyuangan juga telah mengeluarkan beberapa
regulasi atau peraturan yang memuat peran DPS. Hal ini dapat
ditemukan di dalam tata kelola perusahaan yaitu Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola
Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Dewan
Pengawas Syariah (DPS) disebutkan dalam BAB VII, tepatnya
pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 42.

Dalam POIJK di atas diatur beberapa poin mengenai
konerja, peran, dan tanggung jawab ! DPS dalam melakukan
pengawasan atas pelaksanaan operasional perusahaan. Adapun
ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dikutip dalam ulasan berikut:

2Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 33-34.

3Veithzal Rivai, dan Rifki Ismal, Islamic Risk Management for Islamic
Bank: Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas dan
Profesional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 213.
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Pasal 32:

Ayat (1): Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib
memiliki DPS. Ayat (2): DPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih
yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ayat (3): DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam RUPS
dan dituangkan dalam akta notaris.

Pasal 33:
Ayat (1): DPS paling sedikit mempunyai tugas dan
wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional
Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS dan sebagai
wakil Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS pada
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ayat
(2): Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan.

Pasal 34:
Ayat (1): Setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan
Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan
kepatutan. Ayat (2):+ Ketentuan mengenai penilaian
kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian
kemampuan dan kepatutan.

Pasal 35:
Ayat (1): DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai
anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan
Pembiayaan yang sama. Ayat (2): DPS dilarang melakukan
rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat)
lembaga keuangan syariah lainnya.

Pasal 36:
DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus
memenuhi kriteria sebagai berikut: a. mampu untuk bertin-
dak dengan itikad baik, jujur dan profesional; b. mampu
bertindak untuk kepentingan Perusahaan Pembiayaan
Syariah, UUS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; c.
Mendahulukan  kepentingan  perusahaan  pembiayaan
syariah, UUS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dari
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pada kepentingan pribadi; d. mampu mengambil keputusan
berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk
kepentingan Perusahaan Pembiayaan Syariah, UUS
dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan e. Mampu
menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk
mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya
atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Pembiayaan
Syariah dan UUS.

Pasal 37:
DPS, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib
menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan
cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak
mempunyai  kepentingan yang dapat mengganggu
kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri
dan objektif.

Pasal 38:
Ayat (1): DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan
pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan
Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS sesuai dengan
Prinsip Syariah. Ayat (2): Pelaksanaan tugas pengawasan
dan pemberian nasihatedan saran yang dilakukan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a.
kegiatan Pembiayaan Syariah; b. akad Pembiayaan Syariah
yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan
UUS; dan c. praktik pemasaran pembiayaan syariah yang
dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.
Ayat (3): Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan
pemberian nasihat serta saran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), DPS dapat dibantu oleh anggota komite dan/atau
pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah
Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Pasal 39:
Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi
mengenai Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS secara
lengkap dan tepat waktu.

Pasal 40:
Ayat (1): DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara
berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
Ayat (2): Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan
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didokumentasikan dengan baik. Ayat (3): Perbedaan
pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam
keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam
risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat
tersebut. Ayat (4): Anggota DPS yang hadir maupun yang
tidak hadir dalam rapat DPS berhak menerima salinan
risalah rapat Dewan Pengawas Syariah. Ayat (5): Jumlah
rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran
masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan
penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
Pasal 41:
Anggota DPS dilarang: a. melakukan transaksi yang
mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan
Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS tempat anggota
Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat; b.
memanfaatkan jabatannya pada DPS dan UUS tempat
anggota DPS dimaksud menjabat untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan
atau mengurangi keuntungan Perusahaan Pembiayaan
Syariah dan UUS tempat anggota DPS dimaksud menjabat;
dan c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi
dari Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS tempat
anggota DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan
RUPS.
Pasal 42:

Ayat (1): Dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau
tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang tidak
sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta
penjelasan pada -anggota  Direksi = atas kebijakan atau
tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip
Syariah. Ayat (2): Di dalam hal Direksi menolak hasil
penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS
wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada
OJK dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima
oleh DPS. Ayat (3): Dalam hal Direksi menerima hasil
penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS
meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap
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kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai
dengan Prinsip Syariah. Ayat (4) Dalam hal anggota Direksi
tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan ataupun
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPS wajib
segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada
OJK dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak
melakukan upaya perbaikan dimaksud.

Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

atau lebih khusus di Perbankan Syariah, memiliki tugas dan fungsi

tersendiri. Tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam

Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan

Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu sebagai

berikut:”*

1. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi usaha
dan juga kegiatan Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai
dengan prinsip syariah yang sudah difatwakan oleh DSN.

2. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah:

a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi,
pimpinan Unit Usaha Syariah dan juga pimpinan Kantor
Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek
syariah.

b. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan
Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul
dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga
Keuangan Syariah yang memerlukan pada kajian Fatwa
Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan merujuk kepada Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,
bahwa tugas, wewenang, tanggung jawab Dewan Pengawas
Syariah antara lain meliputi:

"4 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta:
UGM Press, 2018), hlm. 46.
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a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional
Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

b. Menilai aspek-aspek syariah terhadap pedoman operasional,
dan produk yang dikeluarkan Bank.

c. Memberi opini dari pada aspek syariah terhadap pelaksanaan
operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi
Bank.

d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk
dimintakan fatwa kepada DSN.

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-
kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris,
Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.”

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa DPS
atau Dewan Pengawas Syariah merupakan unsur penting pada
suatu Lembaga Keuangan Syariah, baik bank maupun non-bank. Di
dalam perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah sepenuhnya
ditujukan untuk melakukan pengawasan, kontrol, dan menilai pola
kerja serta sistem operasional suatu bank apakah sudah sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah atau menyimpang dari prinsip
syariah.

Melalui tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah tersebut
di atas, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan dan lalu
lintas aktivitas bank wajib menjalankan sistemnya sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud
seperti tidak melakukan pembiayaan yang ada unsur riba, gharar
(kekaburan atau ketidakpastian), penipuan, atau kezaliman.

7> Abdul Ghofur Anshori, Perbankan..., hlm. 45-46.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Alasan Penggunaan Metode Kualitatif

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penggunaan metode
kualitatif karena pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan
dalam penelitian untuk membangun perspektif konstruktif
(misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman
individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk
membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga
menjelaskan dalam penelitian kualitatif pengetahuan dibangun
melalui interprestasi terhadap multi perspektif yang beragam.! Jadi
pendekatan penelitian ini ditujukan untuk analisis efektivitas
pengawasan dewan pengawas syariah di Provinsi Aceh, dengan
mengambil studi komparatif antara dua Bank yaitu komparasi
pengawasan DPS di Bank Aceh Syariah dan BPRS Hikmah
Wakilah.

Alasan penggunaan metode kualitatif adalah dikarenakan di
dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dan dianalisis bukan
dalam penemuan variabel-variabel kuantitatif yang notabene
analisis datanya secara perhitungan statistik, tetapi datanya
diperoleh melalui data-data objektif yang terjadi secara alamiah,
menyangkut gejala-gejala, faktor-faktor, dan berusaha menganalisis
permasalahan tesis dengan menggunakan teori-teori yang
digunakan, dan pola analisis yang digunakan adalah analisis
konsep-konsep, bukan analisis data statistik.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki subjek penelitian
di Bank Aceh Syariah dan BPRS Hikmah Wakilah yang ada di
Aceh pada umumnya, dan secara khusus diambil beberapa sampel

'Ajat Rukajat, Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research
Approach), (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.
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objek penelitian, yaitu Bank Aceh Syariah dan BPRS Hikmah
Wakilah di Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi penelitian ini
karena beberapa pertimbangan, di antaranya bahwa kedua lokasi
tersebut di samping belum ada yang meneliti, juga mudah untuk
mendapatkan informasi dan data penelitian.

Selain itu, peneliti juga ingin melihat bagaimana komparasi
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di
Bank Umum Syariah, yaitu Bank Aceh Syariah dan pengawasan
pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah.

3.3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini penelitian lapangan, maka data-
data penelitian ini dibagi dalam dua bentuk, yaitu data lapangan
dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh melalui hasil
wawancara dan dokumentasi, sementara data kepustakaan
diperoleh dari berbagai jenis literatur-literatur tentang perbankan
syariah, dewan pengawas syariah, dan buku-buku yang
menjelaskan teori-teori terkait, seperti teori Good Corporate
Governance (GCGQG), konsep tentang efektivitas dan pengawasan,
serta teori-teori yang lainnya yang relevan dan berhubungan
dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data
3.4.1. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data,
yaitu dengan langsung mewawancarai responden atau narasumber
yang relevan dapat memberi penjelasan mengenai analisis
efektivitas pengawasan dewan pengawas syariah di Provinsi Aceh,
dalam ‘studi komparatif antara Bank Aceh Syariah dan BPRS
Hikmah Wakilah. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah:
1. Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah
2. Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah
3. Otoritas Jasa Keuangan
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3.4.2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah data yang secara langsung
memberi petunjuk mengenai persoalan yang sedang diteliti, baik
dalam bentuk foto, vidio, dan surat-surat yang lainnya yang
relevan. Data-data dari studi dokumentasi ini berhubungan
langsung dengan objek atau data penelitian menyangkut pola dan
sistem operasional pada Bank Aceh Syariah dan BPRS Hikmah
Wakilah.

Selain data lapangan yang diperoleh dari wawancara dan
juga studi dokumentasi, peneliti juga mengumpulkan data
kepustakaan, yaitu dengan cara survey book atau library research
dengan langkah-langkah mencari dan mengumpulkan semua bahan
kepustakaan baik berbentuk buku, kitab, peraturan, ensiklopedi,
dan kamus yang pada pembahasannya menguraikan masalah
konsep efektivitas, kemudian literatur tentang peran, tugas, dan
fungsi dewan pengawas syariah di perusahaan perbankan syariah.

Di antara kitab atau buku-buku yang relevan dengan
penelitian ini seperti buku-buku figh terutama karya Wahbah al-
Zuhaili, Figh al-Islami wa Adillatuh, Mausii'ah al-Figh al-Islamt
wa al-Qadaya al-Muasirah. Kemudian karya Muhammad Abu
Zahrah, Mausii’ah al-Figh al-Islami, karya Sayyid Sabiq, Figih
Sunnah, buku karya Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip
dan Implementasinya pada Sektor -Keuangan Syariah, Muhamad
Umer Chapra, Toward Just Monetary System, Nilam Sari, Kontrak
Akad & Impelemntasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia,
Ismail, Perbankan Syariah, Rachmadi Usman, Produk dan Akad
Perbankan Syariah di Indonesia, dan buku-buku lain yang
berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis
dengan menggunakan teori-teori yang sudah dikemukakan, baik itu
teori GCG atau Good Corporate Governance, maupun teori dan
juga konsep pengawasan, serta konsep efektivitas pengawasan,
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yang ada di dalam beberapa literatur yang relevan. Metode analisis
data dipakai untuk menarik kesimpulan hasil penelitian yang sudah
terkumpul, di mana pada penelitian ini menggunakan metode
penelitian-empiris. Penelitian empiris merupakan suatu fenomena-
fenomena sosial yang terjadi yang mempengaruhi perilaku hukum
baik secara personal individual, maupun secara institusional
masyarakat.> Kemudian itu penulis berusaha menjelaskan,
menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang
dilakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis
menurut Islam atau pakar ekonomi syariah terhadap bagaimana
cara penyelesaiannya.

3.6. Jadwal penelitian
Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis memperkirakan
waktu yang diperlukan dengan perincian sebagai berikut :

1 1. Pengurusan Surat Izin : 14 hari
2 2. Pengumpulan Data : 30 hari
3. 3. Pengolahan Data : 30 hari
4. 4. Analisis Data : 20 hari
5 5. Penyusunan Tesis : 25 hari
6 Jumlah : 119 hari

3.7. Panduan Penulisan Tesis

Adapun teknik penulisan tesis ini, penulis berpedoman pada
buku pedoman Penulisan Karya [Ilmiah Mahasiswa, yang
diterbitkan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Tahun 20197 Sedangkan terjemahan ayat al-Qur’an penulis kutip
dari al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan Kementerian
Agama RI Tahun 2019.

*Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal
dan Non-Doktrinal, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm. 5.

3Mukhsin Nyak Umar, DKK, Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi
Tahun Akademik 2019/2020, (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2019),
hlm. 1.



BAB 1V
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN
DI PERBANKAN SYARIAH DI
KOTA BANDA ACEH

4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada dua tempat, yaitu Bank Aceh
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (masing-masing
bank untuk selanjutnya ditulis dengan BAS dan BPRS). Untuk
mengenal lebih jauh kedua bank tersebut, berikut ini dikemukakan
gambaran umum subjek penelitian, mulai dari sejarah, hingga
keorganisasian, program dan layanan yang disediakan, serta visi-
misi kedua bank di dalam memberi layanan pada masyarakat.

4.1.1.Bank Aceh Syariah (BAS)
1. Sejarah Singkat Berdirinya PT Bank Aceh Syariah

Secara historis, kehadiran PT Bank Aceh Syariah di Provinsi
di Aceh telah cukup lama dibahas. Keinginan untuk membuat suatu
bank di Privinsi Aceh telah tercatat pada tahun 1957. Gagasan
untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus
prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh
(sekarang Pemerintah Provinsi - Aceh). Setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi
Aceh yaitu di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat
Keputusan Nomor 7/DPRD/S yaitu tertanggal 7 September 1957,
maka beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap
Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, bertujuan
mendirikan satu bank di dalam bentuk Perseroan Terbatas yang
bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar
ditetapkan Rp. 25.000.000. !

'PT. Bank Aceh Syariah, Laporan Tahunan, (Banda Aceh: PT. Bank
Aceh Syariah, 2017), hlm. 70.
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Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2
Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat
Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari
Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9
tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu, PT Bank Kesejahteraan Aceh
NV vyang dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan
Komisaris terdiri-atas Teuku Soclaiman Polem, Abdullah Bin
Mohammad - Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Ditetapkannya
Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok
Bank Pembangunan Daerah, menjadi batu loncatan Bank Aceh.
Semua Bank milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri
sebelumnya diharuskan menyesuaikan diri dengan Undang-undang
tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (saat ini yaitu
Privinsi Aceh) membuat Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1963
sebagai dasar hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah
Istimewa Aceh.?

Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 April 1973,
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan satu Surat
Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan
PT Bank Kesejahteraan Aceh NV yaitu menjadi Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.> Peralihan status, baik
bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi
terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, dianggap sebagai hari
lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Untuk
memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah
beberapa kali mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah
(Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun
1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda
Nomor 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999

2Ibid.
3Ibid.
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tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah
Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa
Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 584.21.343 yaitu
tanggal 31 Desember 1999.*

Perubahan bentuk badan hukum yang semula Perusahaan
Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi oleh adanya
keikutsertaan dari Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank
yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan
Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor
53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari
1999, yaitu tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank
Umum, ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian
rekapitalisasi antara pemerintah Republik Indonesia, Bank
Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei
1999. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas
ditetapkan dengan Akte Notaris Husni® Usman, SH Nomor 55
tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah
Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut
telah disahkan Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan
Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 yaitu pada tanggal 6 Mei 1999.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat
RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25
Mei 2015, bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha
dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka
dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai
dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan
yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin
operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk
perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem

4Ibid.
SIbid., him. 73.
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syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut
ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK
Nomor. KEP-44/D 03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang
Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank
Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh
yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada
Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh
Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.®
Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat disarikan kembali di
dalam ulasan baru, bahwa riwayat dan perubahan nama serta badan
hukum Bank Aceh Syariah tersebut ke dalam enam poin berikut:
1) Tanggal 19 Nopember 1958 yaitu NV. Bank Kesejahteraan
Atjeh (BKA)
2) Tanggal 6 Agustus 1973 yang bernama Bank Pembangunan
Daerah Istimewa Aceh (BPD [A)
3) Tanggal 5 Februari 1993 bernama PD. Bank Pembangunan
Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD 1A)
4) Tanggal 7 Mei 1999 yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah
Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
5) Tanggal 29 September 2010 bernama PT. Bank Aceh
6) Tanggal 19 September 2016 bernama PT. Bank Aceh Syariah

2. Objek dan Produk Layanan Bank Aceh

Mencermati perkembangan produk dan layanan bank yang
terus memberi kemudahan kepada nasabah dan masyarakat, Bank
Aceh Syariah terus melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan
demi peningkatan kualitas produk dan layanan yang diharapkan
bisa memenuhi kebutuhan nasabah dalam memanfaatkan berbagai
jenis transaksi dan layanan perbankan.

Peningkatan pelayanan kepada nasabah merupakan prioritas
utama Bank Aceh Syariah dalam memberikan layanan berkualitas

®Talbani Farlian & Nuraidar. Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh
Konversi  Syariah, Volume 3, Nomor 1. “Jurnal Perspektif Ekonomi
Darussalam”. (2017), hlm. 41.
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dan juga tulus kepada seluruh nasabahnya. Dengan keyakinan
inilah Bank Aceh Syariah senantiasa terus berupaya meningkatkan
kualitas layanannya terutama pada bagian front office sebagai lini
terdepan yang mampu memberikan citra terbaik bank di mata
nasabah.

Bank Aceh Syariah terus melakukan perkembangan terhadap
fitur produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Sampai
saat ini produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai
berikut:

1) Penghimpunan Dana

Terdapat beberapa bentuk produk penghimmpunan
dana seperti di antaranya adalah giro. Giro di antaranya:

a. Giro Wadiah. Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata
uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan
dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah
Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada
Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan
media Cheque dan Bilyet Giro.

b. Giro Mudarabah; Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak
Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran
lainnya atau dengan perintah pemindahbu-kuan (misalnya
Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll). Giro Mudharabah terdiri
dari Giro Pemerintah Pusat, Giro Pemerintah Daerah, Giro
Bumn Bumd, Giro Pemerintah Campuran, Giro Perusahaan
Umum/Pribumi Giro Perusahaan Umum (Non Pribumi), Giro
Yayasan/Badan Sosial/Koperasi, Giro Perorangan (Pribumi),
Giro Perorangan (Non Pribumi), Giro Antar Bank, Giro
Lainnya

c. Deposito Mudharabah. Investasi berjangka waktu tertentu
dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah
yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah
dengan akad Mudharabah Muthalagah, yaitu akad antara
pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana
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(Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak
memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang
tercantum dalam akad.

. Simpanan Pembangunan Daerah atau disebut SIMPEDA iB.
Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan Akad
mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif
(nisbah bagi hasil progresif).

. Tabungan Aneka Guna (TAG iB). Tabungan Aneka Guna
(TAG) iB merupakan tabungan dengan akad mudharabah,
dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.

. Tabungan Seulanga iB. Tabungan Seulanga iB tabungan
yang memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive
dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah
yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

. Tabungan Firdaus iB. Tabungan Firdaus pada Bank Aceh
Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan
prinsip mudharabah (bagi hasil) di mana dana yang
diinvestasikan oleh nasabah ‘dapat dipergunakan oleh Bank
(mudharib) dengan imbalan bagi hasi bagi nasabah (shahibul
maal). Tabungan firdaus menggunakan akad mudharabah
muthlagah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk
menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi
syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat,
jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

. Tabungan Sahara iB. Tabungan dalam bentuk mata uang
rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat
muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan
umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad
Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni Nasabah
kepada Bank.

i. TabunganKu iB. TabunganKu iB adalah tabungan untuk

perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang
diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna
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menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

j. Tabungan Pensiun iB. Tabungan Pensiun merupakan layanan
tabungan bagi Nasabah Pensiun pada PT Bank Aceh Syariah
yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para
Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

k. Tabungan Simpel iB. Tabungan untuk siswa/pelajar dengan
persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik,
dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong
budaya menabung sejak dini.

2) Penyaluran Dana

Di  antaranya ialah  pembiayaan  murabahah,
pembiayaan  musyarakah,  pembiayaan  mudharabah,
pembiayaan gardhul hasan, pembiayaan rahn, dan
pembiayaan ijarah.

3) Lainnya

Mep atau Malaysian Exchange Payment System,
Transfer Kliring, RtGS, Inkaso, Penerimaan, Penerimaan
Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang
Mukad, BPIH/ SISKOHAT, Referensi Bank, Layanan ATM,
ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik
Pembayaran Tagihan Ponsel, Pulsa Ponsel, Pembayaran
Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke
Luar Negeri

3. Struktur Organisasi Bank Aceh
Adapun susunan struktur organisasi Bank Aceh Syariah
adalah seperti gambar di bawah ini:
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah
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Sumber : Bank Aceh Syariah (2021)

4. Visi dan Misi PT Bank Aceh Syariah

PT Bank Syariah Aceh memiliki visi dan misi. Adapun visi
bank yaitu: “Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat dan
tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai
tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat”. Misi PT Bank
Syariah Aceh ialah: “Membantu dan mendorong pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan
taraf hidup pada masyarakat melalui pengembangan dunia usaha
dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah
kepada pemilik dan juga kesejahteraan pada karyawan”.’
5. Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang
asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan
bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian di
daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk

"PT. Bank Aceh Syariah, Laporan..., hlm. 79.
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meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menyediakan
pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana
serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang atau
penyimpanan kas daerah) di samping menjalankan kegiatan bisnis
perbankan. Prusahaan Bank Aceh Syariah memiliki peran yang
penting dalam mengembangkan perekonomian menggerakkan dan
mendukung perekonomian daerah khususnya propinsi Aceh,
dengan meningkatkan berbagai hal seperti permodalan, pelayanan,
kualitas, dan inovasi pengembangan produk serta jaringan layanan
kantor.®

Selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, terutama dalam pengembangan perekonomian
daerah, pada tahun 2016 Bank Aceh tetap berkomitmen senantiasa
memberikan dorongan terhadap pemberdayaan perekonomian yang
bisa memberikan multipler effect positif pada pertumbuhan
ekonomi wilayah Aceh, di samping itu juga terus berupaya
menyesuaikan diri dengan perkembangan persaingan pasar,
permintaan para nasabah yang semakin kompleks dan kritis. Selain
itu peningkatan kinerja dan mutu pelayanan perbankan tentu akan
menjadi salah satu faktor yang mampu menjaga tren positif
perkembangan dunia perbankan di Aceh yang terus ditingkatkan
oleh Bank Aceh.’

Di bidang pengelolaan Bank secara menyeluruh, Bank Aceh
melanjutkan upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan Good
Corporate Governance (GCQ) secara konsisten, mengoptimalkan
penerapan sistem pengelolaan resiko dan pelaksanaan kepatuhan
bank, meningkatkan kualitas pelaksanaan risk based audit di dalam
pelaksanaan kontrol internal seluruh unit organisasi, melaksanakan
tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal di
seluruh tingkatan organisasi. Sedangkan dalam hal peningkatan
pelayanan, Bank Aceh melakukan perluasan jaringan kantor,
pengembangan teknologi informasi, pengembangan fitur produk,

8Ibid., him. 82.
°Ibid., him. 82-83.
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dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi nasabah, dan
mempertajam orientasi kepada pasar dan difokuskan kepada
keinginan dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa perbankan
dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan
terbaik sehingga bisa meningkatkan daya saing.'®

Bank Aceh juga terus meningkatkan peran sosial, antara lain
program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui kerja sama
dengan kelompok bisnis dan berbagai pihak lainnya. Selain itu,
bank meningkatkan dukungan program pembangunan Pemerintah
Aceh, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan
dengan penyaluran pembiayaan produktif pada masyarakat melalui
skim pembiayaan yang tersedia dan pengembangannya.'!

4.1.2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah

Wakilah
1. Sejarah BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang
melakukan kegiatan usaha  sesuai dengan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa di dalam lalu lintas
pembayaran, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BPRS
berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan kemudian Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Kehadiran BPRS untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
Islam terutama terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah
dimana lokasinya ada di pedesaan yang tidak maksimal
menjangkau layanan bank umum. Tidak hanya itu BPRS tersebut
juga menambah lapangan kerja terutama tingkat kecamatan
sehingga arus urbanisasi bisa dikurangi.

BPRS atau singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah
merupakan bank yang diasosiasikan untuk masyarakat Aceh dalam

1bid.
bid.
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upaya memberikan kemudahan bidang pembiayaan. BPRS Hikmah
Wakilah Kota Banda Aceh didirikan tanggal 14 September 1994
dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. BPRS ini baru
mulai beroperasi pada tanggal 20 September 1995, ini
menunjukkan bahwa pengoperasiannya baru terlaksana satu tahun
kemudian (PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh).

Bank BPRS Hikmah Wakilah mendapatkan izin operasional
sebagai BPR Syariah dari Menteri Keuangan RI sesuai
keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 pada tanggal 18
Juli 1995. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh didirikan
berdasarkan izin dan Akta Pendirian Perusahaan sebagai berikut:

a. SK. Mentri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun
1994, tanggal 21 Desember 1994, Mengenai Izin Pendirian
BPRS Hikmah Wakilah.

b. SK. Mentri Keuangan RI No. Kep-199/KM.17/1995, tanggal
18 Juli 1995 menyangkut Izin Pendirian Operasional BPRS
Hikmah Wakilah.

c. SK. Mentri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH. 2007
tanggal 14 Februari 2007, menyangkut Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995, BPRS Hikmah
Wakilah berkantor di JL. Krueng Raya Desa Baet, Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (PT. BPRS Hikmah Wakilah
Kota Banda Aceh). Pada masa itu, kondisi Aceh dilanda konflik
dan pada tahun 2001 pindah Kantor ke JL. T. Nyak Arief No. 159
E, Jeulingke Banda Aceh.

Saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami di Desember 2004,
Kantor BPRS Hikmah Wakilah mengalami kerusakan dan sebagian
besar nasabah, beberapa karyawan dan juga keluarganya meninggal
karena tsunami. Konflik dan Tsunami di Aceh pada Desember
2004 yang membuat kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit
dan tidak sehat serta hampir tutup, maka harapan satu-satunya
adalah adanya pemegang saham yang bersedia menambah
modalnya sehingga bank dapat berjalan dengan baik.
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Pada Agustus 2006, jumlah modal disetor kepada bank telah
ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan
oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk bank
yang berposisi di Kota Banda Aceh. Hal ini memungkinkan Bank
untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat kota.
Pada November 2006, maka lokasi kantor pusat dipindahkan ke
Kota Madya di JL. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda
Aceh yang merupakan pusat perdagangan masyarakat.

2. Visi dan Misi

BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, dari sejak berdiri
hingga sekarang ini memiliki fokus untuk melayani usaha mikro
dan kecil (UMK) yang menginginkan prosesnya yang mudabh,
pelayanan cepat tepat dan persyaratan ringan. BPRS Hikmah
Wakilah memiliki petugas marketing yang berfungsi memberi
pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito
termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan bentuk ini
sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UKM yang
cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di
pasar/toko/rumah.

BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh mempunyai misi
dan visi untuk menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan
tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada
usaha mikro dan kecil. Secara khusus, visi BPRS Hikmah Wakilah
adalah: Menjadikan BPRS yang terbaik di Provinsi Aceh dan
Indonesia dan Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani
masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh”.

Adapun misi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

a. Menjalankan prinsip Syariah secara konsisten dan konsekuen

b. Fokus terhadap usaha kecil dan mikro

c. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan captive
market PT. BPRS Hikmah Wakilah
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Membuka jaringan pemasaran/kantor Cabang dan Kas di
seluruh Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang
baik.

PT. BPRS Hikmah Wakilah berusaha menjadi mediator
keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta
menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.

3. Struktur Organisasi

BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh sudah mempunyai

berbagai cabang. Berikut ini disajikan tabel tentang perkembangan
perusahaan BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh:

Tabel.4.1
PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh

No

BPRS Hikmah Wakilah

Kantor Pusat: J1. Sri Ratu Safiatuddin, No. 11-13
Peunayong, Banda Aceh

Kantor Cabang: JI. Soekarno Hatta Kel. Lambaro Kec.
Ingin Jaya, Aceh Besar

Cabang Ulee Kareng: JI. T. Iskandar No. 19 Komplek
Kampung Abulyatama, Simpang Tujuh Ulee Kareng,
Banda Aceh

4

KAS Keutapang: JI. Mata Ie No. 55 Keutapang Dua, Aceh
Besar

5

KAS Darussalam: JI. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh
Darussalam, Banda Aceh

Sumber: BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PT. BPRS

Hikmah Wakilah sudah berkembang relatif cukup baik dan mampu

bersaing dengan perusahaan pembiayaan lainnya yang juga
memberi pelayanan yang sama kepada masyarakat.

BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh memiliki susunan

dan struktur organisasi tersendiri. BPRS Hikmah Wakilah dipimpin
oleh seorang komisaris, kedudukannya membawahi dewan direksi,
bagian marketing dan bagian operasional. BPRS Hikmah Wakilah
juga mempunyai internal audit. Secara konseptual, internal audit ini
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bertugas secara terus menerus untuk melakukan evaluasi mengenai
keefisienan dan keefektifan sistem pengendalian internal salam satu
perusahaan.'?

Selain itu, BPRS juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah
atau DPS. Perusahaan perbankan syariah secara umum sangat
terikat dengan ketentuan syariah, dan diawasi secara langsung oleh
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS adalah bagian
dari upaya agar lalu lintas pengelolaan bank yang berbasis syariah
supaya tidak menyalahi aturan dalam Islam.!® Peran dan juga tugas
DPS di dalam mengawasi jalannya sistem pengelolaan bank syariah
relatif cukup besar. Dewan pengawas dapat memberikan nasihat
dan saran pada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan
operasional pihak bank.'* Fungsi utama DPS ini adalah penasehat
pengelola investasi hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
Selain itu, DPS memiliki fungsi pengawasan terhadap prinsip
syariah pada setiap usaha bank.'’

Demikian juga berlaku terhadap sistem operasional yang ada
di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, memiliki Dewan
Pengawas Syariah atau DPS yang mempunyai fungsi utama adalah
untuk mengawasi jalannya sistem dan proses operaional bank agar
tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai Syariah atau
hukum Islam. Terkait dengan itu, maka bagian selanjutnya, dapat
disajikan susunan dan struktur organisasi PT. BPRS Hikmah
Wakilah Kota Banda Aceh:

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi BPRS Hikmah Wakilah
Kota Banda Aceh

"®Hery, Pengendalian Akuntansi, Manajemen. (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2014), him. 22.

Blsmail, Perbankan Syariah, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2016), hlm. 24.

“Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 40.

5Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan
Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 316.
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4.2. Bentuk-Bentuk Pengawasan DPS pada Bank Aceh Syariah
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota
Banda Aceh

Pengawasan atau control merupakan bagian penting di dalam
manajemen perusahaan. Dalam " konteks muamalah (hukum
ekonomi Islam) pengawasan termasuk ke dalam bentuk hisbah.
Eksistensinya diakui dan dinilai penting karena menjaga kesesuaian
praktik dengan idealita syariah. Begitu juga yang berlaku di dalam
perusahaan bank yang menjalankan sistem operasionalnya dengan
menggunakan nilai dan prinsip syatriah, pengawasan dilaksanakan
melalui lembaga DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Bahkan
keberadaan DPS ini menjadi ciri khas dari perusahaan bank
maupun non-bank yang menjalankan sistem operasionalnya
menurut prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah memang memiliki kedudukan yang
penting terhadap kelangsungan perusahaan berbasis syariah. Posisi
Dewan Pengawas Syariah ini memiliki tugas mengawasi
operasional bank dan produk-produknya supaya sesuai dengan
garis syariah atau lembaga yang khusus bertugas mengawasi lalu
lintas perbankan agar sesuai dengan prinsip dan nilai syariah.
Tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan
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kepatuhan di dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam
operasional bank dan untuk memberi saran dan persetujuan bagi
Dewan Direksi dalam hal prinsipil untuk membuat dan
pengimplementasian produk-produk, serta pelayanan jasa bank.

Mengingat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Bank
Syariah di Indonesia secara umum, dan di Aceh secara khusus,
salah satu komponen penting yang wajib ada ialah sistem
pengawasannya. Perusahaan perbankan yang secara nomenklatur
menggunakan ferm syariah menuntut supaya sistem serta pola
operasional bank harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah,
terutama produk-produk yang dikeluarkan dan disediakan oleh
perusahan terhadap nasabah, misalnya terbebas dari unsur gharar,
riba, perjudian, kezaliman serta penipuan.'® Oleh sebab itu
pengawasan sangat penting dilaksanakan, dan menjadi salah satu di
antara ciri khas dari perusahaan perbankan syariah.

Bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada dua bank, antara
Bank Aceh Syariah (BAS) dengan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) secara umum sama. Bahkan, bukan hanya di BAS
dan BPRS saja, tetapi untuk seluruh perbankan yang ada di Aceh.
Hal ini selaras dengan keterangan Al Yasa’ Abubakar, salah satu
tim atau anggota DPS, mengemukakan bahwa sistem pengawasan

16Prinsip-prinsip = syariah di - dalam sistem operasional perbankan
sebetulnya sama dengan sistem operasional muamalah pada umumnya, yaitu
keharusan untuk menciptakan nuansa syariah di dalam realisasinya. Nuansa
syariah tersebut tidak mungkin dapat diperolah ketika ada praktik-praktik
tertentu, di antaranya adanya praktik riba, berlaku zul/m (kezaliman), maisir
(perjudian), gharar (kesamaran atau ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan al-
Jjur. Mengenai prinsip dan nilai syariah ini dapat dirujuk dalam banyak literatur,
di antaranya di dalam Wahbah al-Zuhaili, Qadaya Al-Figh wa Al-Fikr Al-
Mu’asir, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 61: Wahbah Al-Zuhaili, A/-
Mu’amalat Al-Maliyah Al-Mu’asirah, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2002), hlm. 29-
46: Hafizah, Tahqig Al-Manat wa Asaruh fi Ikhtilaf Fugaha’ Figh Al-Amwal,
(Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1971), him. 534: Bandingkan dengan, Ytsuf
Al-Qaradawi, Al-Halal Wa Al-Haram F1 Al-Islam, (Terj: M. Tatam Wijaya),
(Jakarta: Qalam, 2017), him. 397-398.
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yang dilaksanakan di perbankan syariah di Aceh secara umum
sama. Pengawasan yang dilakukan melihat pada penerapan regulasi
hukum yang ditetapkan baik oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan-peraturan terkait.!”
Tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai bagaimana
dan apa yang diawasi. Antara bank BAS dan BPRS, konsep
pengawasan yang dilakukan sama, dan intinya bahwa apakah
regulasi yang diatur oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional (DSN)
MUI telah diterapkan oleh perbankan yang bersangkutan atau
tidak. Prinsip-prinsip syariah menjadi dasar dalam melihat ada
tidaknya kesesuaian antara peraturan dengan praktik di lapangan.
Terkait dengan pola atau bentuk pengawasan yang dilakukan
DPS, secara keseluruhan dibedakan menjadi dua bentuk yaitu
bentuk umum dan khusus. Kedua bentuk tersebut dapat
dikemukakan dalam uraian berikut:
1. Pengawasan Bersifat Umum
Pengawasan bersifat umum ini lebih diarahkan kepada
penerapan poin-poin  fatwa atau aturan A OJK yang
dilaksanakan oleh seluruh perbankan syariah di Aceh. Al
Yasa’ Abubakar mengemukakan dua pola proses pengawasan
yang dilakukan yaitu pengawasan yang bersifat umum, dan
pengawasan yang bersifat khusus. Pengawasan yang bersifat
umum lebih pada kontrol DPS kepada semua aspek yang
diatur dalam peraturan OJK atau fatwa DSN-MUI. Hal ini
sebagaimana dipahami di dalam keterangannya berikut:
“Pengawasan bersifat umum merujuk pada pengawasan
ataupun  kontrol terhadap semua perbankan syariah
yang kriteria diawasi itu ada dalam regulasi ataupun
peraturan perundang-undangan, termasuk pada fatwa
MUI. Yang kita awasi adalah putusan MUI atau Fatwa
MUI terkait pelaksanaan perbankan syariah Aceh.

"Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, anggota DPS
PT. Bank Aceh Syariah dan Ketua DPS PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
pada tanggal 12 Desember 2021.
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Pengawasan yang dilakukan oleh DPS melihat pada

apakah norma-norma yang telah ditetapkan oleh DSN-

MUI maupun oleh OJK direalisasikan dalam sistem

operasional suatu bank atau tidak”.'®

Keterangan serupa juga dikemukakan Syahrizal Abbas,
Ketua Dewan Pengawas Syariah:
“Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh
Dewan DPS pada perbankan syariah di Banda Aceh,
khususnya pada Bank Aceh Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah ada dua. Pertama ialah
pengawasan khusus pada produk yang disediakan oleh
perbankan, misalnya dalam bentuk penghimpunan
ataupun penyaluran dana melalui proses produk
pembiayaan, khususnya penggunaan akad pada
pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah.
Kedua pengawasan umum atas praktik di lapangan dan
kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku,
termasuk didalamnya ialah melaksanakan kunjungan ke
lapangan dan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan
cabang atau pimpinan seksi, serta berbagai komponen
lainnya™."”
2. Pengawasan Bersifat Khusus

Pengawasan bersifat khusus diarahkan pada penerapan
akad untuk produk-produk yang dikeluarkan oleh pihak bank.
Kejelasan akad merupakan poin_ inti dari dilaksanakannya
satu pengawasan. Akad secara umum berarti kesepakatan
antar dua kehendak agar' menimbulkan akibat hukum baik
menimbulkan kewajiban, memindahkan atau mengalihkan
sesuatu, maupun menghentikannya.’’ Makna lain dari kata

B1bid.

Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Ketua DPS
(Dewan Pengawas Syariah) PT. Bank Aceh Syariah, pada tanggal 12 Desember
2021.

20Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 4, (Damaskus:
Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 80-81: Dalam makna yang lain akad merupakan
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akad ialah pertalian ijab dan kabul untuk menimbulkan
implikasi hukum terhadap objek perikatan. Di dalam konteks
jual beli misalnya, ijab dan kabul ini dimaksudkan sebagai
pengibaratan atas adanya suatu kehendak saling rela untuk
menukarkan harta dari si pembeli kepada pihak penjual.?!
Mekipun begitu, di dalam praktiknya, penyebutkan sighat
(ijab dan_gabul) tidak dilakukan.’?> Hal ini boleh secara
syariat: dikarenakan keduanya—berdasarkan ‘urf kebiasaan
yang berlaku—sudah maklum.?

Eksistensi akad pada setiap transaksi atau relasi kontrak
antara nasabah dengan bank harus jelas. Pengawasan oleh
DPS melihat sejauhmana pemenuhan prinsip syariah terhadap
akad yang digunakan. Al Yasa’ Abubakar menyatakan,
pengawasan khusus ini berlaku untuk melihat pada
kesesuaian akad dalam produk-produk syariah di perbankan
yang bersangkutan, boleh jadi akan yang digunakan itu belum
sesuai dengan pengaturan hukum, misalnya antara Fatwa
MUI dengan praktik perbankan atau antara Peraturan OJK
dengan praktik perbankan. Proses pengawasannya dilakukan
dengan tahapan-tahapan tertentu, di dalamnya meliputi
pemeriksaan akad hingga kepada penulisan opini terhadap
temuan-temuan di lapangan:

“Tim DPS datang ke bank yang ingin diawasi, kemudian
memeriksa produk-produk yang disediakan oleh bank,

pertalian jjab (pernyataan melakukan ikatan) dan gabul (pernyataan menerima
ikatan) yang sesuai dengan kehendak syarak dan berpengaruh kepada objek
perikatan. Lihat di dalam, Muhammad Abt Zahrah, AI-Milkiyyah Nazariyyah Al-
‘Aqd fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 1996), hlm.
173: Lihat juga dalam, Imron Rosyadi, Jaminan Kebendan Berdasarkan Akad
Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 2.

2'Wahbah Al-Zuhaili, AI-Mu’amalat Al-Maliyah..., him. 19.
2Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social Responcibility I-

CSR Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 102.

BIbid.
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di antara yang diperiksa adalah dari segi akadnya, dari
segi aturannya, dari segi syariatnya, dan hal-hal lainnya
yang perlu diperiksa seperti dokumen yang disediakan
oleh Bank. Pada tahap akhir, Tim DPS memberikan
komentar ata kesimpulan tentang hal-hal yang sesuai
atau tidak menurut syariat yang acuannya dalam Fatwa
MUIL Langkah selanjutnya, pthak DPS membuat tulisan
atau opini yang berisi komentar terhadap sesuai
tidaknya pelaksanaan produk di bank yang
bersangkutan dengan ketentuan Fatwa MUI untuk
kemudian disampikan pada OJK dan Dewan
Komisaris™.?*

Melalui  kutipan di atas, proses pelaksanaan
pengawasan ini dapat disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.3 : Alur Pengawasan DPS pada BAS dan BPRS

‘ (1) Pengawasan Perbankan

S T (@S dan BRRS)

| (2) Pemberian Dpini

Terhadap Temuan

3) Tindak l.anjut Atas Temuan DPS

| Dewan Kumlsarls

dan BdK

Sum‘t;r: Data (Tlahan Penulis
Penjelasan tersebut selaras dengan ketentuan fatwa

DSN MUI, bahwa hal-hal yang diawasi oleh DPS
menyangkut akad dan kejelasannya dalam penerapan akad itu

di perbankan yang menerapkan sistem operasionalnya

24Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, anggota DPS
PT. Bank Aceh Syariah dan Ketua DPS PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
pada tanggal 12 Desember 2021.
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berasaskan prinsip-prinisip syariah.?> Muhammad Yasir

Yusuf, selaku anggota Tim DPS juga menyebutkan ulasan

serupa. Pelaksanaan pengawasan ini lebih diarahkan kepada

apakah sistem operasional perbankan syariah telah memenuhi
prinsip syariah atau tidak, terutama di dalam akad-akad yang
digunakan. Seperti =~ dalam  akad jual beli dengan
menggunakan skema murabahah bi al-wakilah, yaitu jual
beli dengan menerapkan harga asal, ditambah dengan satu
marjin keuntungan, sementara pembeliannya diwakilkan pada
nasabah.?¢

Pada praktiknya, pelaksanaan jual beli dengan pola dan

sistem murabahah, pihak bank akan mewakilkan pembelian
ke nasabah. Ini dilaksanakan untuk menciptakan efisiensi.
Karena jika pihak bank membeli langsung barang, setelah itu
menjual kembali kepada nasabah, maka bank akan dikenakan
biaya pajak dua kali, yaitu pajak untuk pembelian produk dari
dialer atau suplier, dan biaya pajak untuk penjualan kepada
nasabah. Oleh karena itu, pihak bank karena sistemnya
adalah bisnis, 1a akan memilih untuk mewakilkan pembelian
kepada nasabah, sechingga efisiensi akan tercapai.?’

Kedua bentuk pengawasan di atas dilaksanakan pada BAS
dan BPRS. Secara prosedural, mekanisme dan sistem pengawasan
juga sama, yang berbeda hanyalah soal waktu pengawasan. Dalam
ulasan Al Yasa’ Abubakar, untuk sistem pengawasannya, antara
satu bank dengan bank yang lain sama, yang membedakan hanya
segi waktu. Mislanya pada satu bank dilakukan per 3 bulan sekali,
ada juga bank melaksanakan menetapkan waktunya pada tiap bulan

2Secara lebih rinci penjelasan tugas dan fungsi DPS ini telah
dikemukakan di dalam bab terdahulu pada BAB 1I.

2Hasil Wawancara dengan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, Anggota tim
DPS (Dewan Pengawas Syariah) PT. Bank Aceh Syariah, pada tanggal 12
Desember 2021.

2"Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, anggota DPS
PT. Bank Aceh Syariah dan Ketua DPS PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
pada tanggal 12 Desember 2021.
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sekali. Hanya saja, proses pengawasannya dilakukan secara
periodik dan kontinu sifatnya.?® Keterangan serupa juga
diterangkan  Syahrizal Abbas, di dalam pelaksanaannya,
pengawasan bank oleh DPS dilakukan secara reguler, yaitu selama
enam bulan sekali.?® Akan tetapi mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan teknis waktu pelaksanaan pengawasannya disesuaikan
dengan bank yang bersangkutan, misalnya 3 bulan atau 1 bulan
sekali, berikut dengan pemberian opini dari DPS, berbentuk
komentar terhadap temuan-temuan di lapangan, disampaikan
kepada dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).?°

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa proses
pengawasan DPS dilakukan melalui dua bentuk. Secara umum,
DPS melihat sejauhmana pinsip syariah yang ditetapkan pada fatwa
DSN-MUI dan POJK terealisasi di lapangan. Secara khusus, yang
diamati dan diawasi ialah ketentuan akad berikut hal-hal lain yang
berkenaan dengan akad misalnya syarat-syarat yang ditetapkan
oleh perbankan, jaminan dan lainnya. Pengawasan khusus lebih
diarahkan terhadap keberlakuan akad yang diterapkan untuk setiap
jenis produk-produk perbankan, misalnya pelaksanaan akad jual
beli secara murabahah, akad bagi hasil secara mudarabah, dan
akad-akad lainnya.

4.3. Efektivitas Sistem Pengawasan Bank Syariah terhadap
Kewenangan DPS pada BAS dan BPRS Kota Banda Aceh

Sistem pengawasan bank syariah tidak dapat dilepaskan dari
capaian efektivitas kerja tim Dewan Pengawas Syariah.
Pengawasan yang efektif diarahkan kepada sejauhmana tujuan

B1bid.

Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Ketua DPS
(Dewan Pengawas Syariah) PT. Bank Aceh Syariah, pada tanggal 12 Desember
2021.

1bid.
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pengawasan dapat tercapai. Secara konseptual—seperti telah diulas
pada bab terdahulu, bahwa efektivitas berhubungan erat dengan
sebuah capaian terhadap suatu tujuan. Efektivitas berhubungan
dengan menjalakan pekerjaan yang benar, dan sama sekali tidak
mempertimbangkan kepada upaya meminimalisir biaya seperti
yang terjadi dalam konsep efisiensi. Di dalam pengawasan juga
berlaku hal serupa. Pengawasan dikatakan efektif bila tujuan
pengawasan dapat terpenuhi. Tujuan pengawasan di sini harus pula
diselaraskan dengan tujuan pengawasan oleh DPS atau Dewan
Pengawas Syariah terhadap lembaga keuangan syariah yang
menjalankan sistem operasionalnya berasaskan prinsip-prinsip
syariah.3!

Pada beberapa kesempatan, penulis telah melakukan
interview kepada empat Tim DPS, di antaranya kepada Prof. Dr.
Syahrizal Abbas (Keempat DPS), bahwa pelaksanaan pengawasan
DPS terhadap bank-bank syariah di Provinsi Aceh secara umum
dan khususnya di Banda Aceh berjalan secara baik dan efektif.
Indikator yang dipakai adalah adanya regulasi hukum yang
menuntun Tim DPS dalam melakukan tugas pokok dan fungsi
(DPS) pengawasan. Selain itu, petugas atau tim pengawas juga
mumpuni, memiliki integritas dan kapasitas yang memadai.?? Hal
ini selaras dengan indikator efektivitas pengawasan DPS, bahwa
efektivitas pengawasan pada aspek sharia compliance suatu
institusi perbankan syariah akan sangat tergantung kualitas dan
integritas dari DPS.** Menjadi anggota DPS, harus memenuhi
syarat dan ketentuan tersendiri, bahkan dalam keterangan Syahrizal
Abbas dinyatakan bahwa anggota DPS telah memenuhi kelayakan
menjadi anggota DPS.

31K esimpulan dan Rekomendasi [jtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah
Ke. 17 Tahun 2021, 02-03 Desember 2021.

3?Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Selaku Ketua DPS
(Dewan Pengawas Syariah) PT. Bank Aceh Syariah, pada tanggal 12 Desember
2021.

3Nur Wahid, Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum
Positif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 203.
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Selain dilihat dari aspek integritas dan kapasitas pengawas, di
sisi yang lain, efektivitas pengawasan juga sangat tergantung
kepada tercapainya tujuan pelaksanaan pengawasan itu sendiri.?*
Dalam hal ini, capaian tujuan pelaksanaan pengawasan dipandang
telah mampu dicapai, yaitu ditandai dengan sudah beralihnya
sistem konvensional ke syariah, di sisi yang lain, akad-akad yang
digunakan untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh perbankan
syariah, baik BAS maupun BPRS juga menggunakan akad-akad
syariah.?

Keterangan serupa dikemukakan Dr. Muhammad Yasir
Yusuf (anggota Tim DPS), bahwa efektivitas pelaksanaan
pengawasan oleh DPS biasanya terlihat dari pencapaian tujuan
pengawasan itu sendiri. Sejauh ini, tujuan pengawasan relatif sudah
terpenuhi, misalnya jika ada temuan tentang pelanggaran prinsip
syariah pada produk-produk yang digunakan, atau sebaliknya telah
terpenuhinya prinsip syariah, pihak DPS selalu memberikan opini
atau tulisan atau sejenis laporan kepada OJK.3°

Keterangan diatas memberikan informasi tentang adanya
hubungan timbal balik antara pencapaian tujuan dari pengawasan
DPS dengan praktik penyediaan produk pembiayaan di perbankan
syariah selaras dengan prinsip syariah. Kedua keterangan tersebut
di atas juga selaras dengan teori umum mengenai efektivitas
pengawasan, yaitu minimal harus ada tiga indikator:*’

a. Dapat segera melaporkan kesalahan
b. Dapat mengoreksi apabila terjadi penyimpangan

3*Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Ketua DPS
(Dewan Pengawas Syariah) PT. Bank Aceh Syariah, pada tanggal 12 Desember
2021.

31bid.

3%Hasil Wawancara dengan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, Anggota tim
DPS (Dewan Pengawas Syariah) PT. Bank Aceh Syariah, pada tanggal 12
Desember 2021.

3’Muhammad Busro, Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia,
Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 355.
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c. Dapat menyesuaikan kembali dengan rencana yang

ditetapkan
Adanya pelaporan terhadap temuan penyimpangan prinsip
dan nilai syariah ini sudah dilakukan oleh Tim DPS, bahkan di tiap
tahun dilakukan kegiatan pelaporan, dan isinya menyangkut
temuan terkait ada tidakmya penyimpangan antara praktik di
lapangan dengan nilai-nilai dan norma serta prinsip syariah yang
ditetapkan di dalam Fatwa DSN-MUI maupun Peraturan OJK. Al
Yasa’ Abubakar menyatakan opini DPS akan disampaikan kepada
OJK jika terjadi penyimpangan antara regulasi dengan praktik
perbankan. Temuan-temuan tersebut nantinya akan dipelajari,
kemudian dinilai apakah praktik yang saat ini diberlakukan sudah
sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Alat atau media ukurnya
adalah Fatwa DSN-MUI tentang produk-produk terkait, misalnya
fatwa tentang produk jual beli, bagi hasil, syirkah, dan produk-

produk lainnya.*®
Dilihat dari tinjauan pelaksanaannya di  lapangan,
pengawasan terhadap Bank Syariah, baik BAS maupun BPRS
Hikmah Wakilah telah efektif karena telah memenuhi minimal

empat prinsip dalam pengawasan, yaitu:*’
a. Objektif

Pengawasan Bank Aceh Syariah dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-
bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang
relevan dengan pelaksanaanya, selain terhindar dari
prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data-data

yang valid.
Konteks pengawasan DPS, objektivitas ini juga diukur
dengan integritas para tim DPS. Sejauh analisis penulis, yaitu

3%Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, anggota DPS
PT. Bank Aceh Syariah dan Ketua DPS PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
pada tanggal 12 Desember 2021.

¥Dani El Qori, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah,
Jurnal: Maraji’: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 1, No. 1, (September 2014), him.
274-275.
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melalui hasil wawancara dengan Prof. Syahrizal Abbas, Prof.
Al Yasa’ Abubakar, dan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, dan
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA bahwa didalam
melaksanakan pengawasan terhadap jalannya prinsip-prinsip
syariah pada perbankan, media ukurnya adalah regulasi
Fatwa MUI dan Peraturan OJK. Laporan terhadap temuan di
lapangan . menunjukkan ~ bahwa  pada  awal-awal
pelaksanaanya, tidak semua produk yang dikeluarkan oleh
BAS dan BPRS itu sesuai dengan prinsip syariah. Namun,
seiring dengan berjalan waktu, BAS dan BPRS terus
melakukan perbaikan, dan secara kontinu melakukan
koordinasi dengan DPS agar supaya nilai dan prinsip syariah
pada produk perbankan sepenuhnya dapat diterapkan.
Adanya masukan dan opini dari DPS, serta temuan DPS
terhadap pelanggaran prinip syariah menunjukkan bahwa
objektivitas dan integritas DPS telah terpenuhi dengan baik.
. Independen

Pengawasan Bank " Syariah = idealnya  bersifat
independen. Maknanya, dalam = proses ~dan praktik
pengawasan tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain
yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat,
status jabatan dan lain-lain yang berhubungan dengan relasi
kerja. Dalam konteks ini, Tim DPS BAS dan BPRS juga
menjalankan tugas dan fungsi secara independen, tanpa ada
intervensi dari pihak manapun.
. Sistem

Kegiatan pengawasan Bank Syariah harus menerapkan
sistem  manajemen, yaitu adanya  perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Artinya,
pengawasan 1dealnya melaksanakan perencanaan yang
efektif, kemudian bagaimana mengorganisasikan, serta
melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan. Di dalam
konteks pengawasan di BAS dan BPRS Hikmah Wakilah
Banda Aceh, pengawasannya dilaksanakan dengan sistem
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dan manajemen tertentu, dipandu oleh adanya aturan Fatwa
DSN-MUI, dan Peraturan OJK, serta peraturan yang dibuat
sendiri oleh bank bersangkutan terkait mekanisme
pengawasan.
d. Korektif
Pengawasan DPS terhadap perbankan syariah (BAS
dan BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh) harus dapat
memberikan manfaat kepada Bank Syariah tersebut, dan
menjamin adanya tindakan korektif dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi manajemen, di samping kelancaran aspek
pendukung lainnya. Menurut Syahrizal Abbas, pelaksanaan
pengawasan DPS tidak hanya menilai adanya kesalahan, dan
melaporkannya kepada OJK, tetapi DPS juga melakukan
koreksi, masukan-masukan yang bertujuan agar bank yang
bersangkutan bisa menjalankan sistem operasional sesuai
prosedur syariah, khususnya dalam penerapan akad-akad
syariah pada produk-produk disediakan oleh bank yang
bersangkutan.*® Begitupun ‘dikemukakan oleh Al Yasa’
Abubakar,*! bahwa opini atau komentar tertulis yang dikirim
ke OJK adalah berisi temuan-temuan di lapangan. Jika
temuan tersebut berisi tentang penyimpangan prinsip syariah,
akan ditindaklanjuti, dikoreksi, diberikan rekomendasi untuk
kemudian disesuaikan dengan prinsip syariah.
4.4. Hambatan Dewan Pengawas Syariah Melakukan Fungsi
Pengawasan di Bank Aceh Syariah dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Kota Banda Aceh

Praktik muamalah idealnya dilaksanakan sesuai dengan nilai-
nilai dan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah

“'Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Ketua DPS
(Dewan Pengawas Syariah) PT. Bank Aceh Syariah, pada tanggal 12 Desember
2021.

“'Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, anggota DPS
PT. Bank Aceh Syariah dan Ketua DPS PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
pada tanggal 12 Desember 2021.
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tidak menyalahi aturan-aturan syariah, seperti misalnya riba,
gharar (akad yang samar, ketidakjelasan) dan penipuan.
Penyesuaian semua aspek muamalah dengan prinsip-prinsip syariah
tersebut adalah bagian dari kewajiban yang dituntut oleh Allah Swt
kepada setiap muslim, tujuannya untuk menjaga harta dari
kepemilikan yang tidak sah, atau di dalam istilah fikih disebut Aifz
al-mal, yang merupakan salah satu dari lima tujuan
diberlakukannya hukum dalam Islam atau di dalam perspektif fikih
disebut magasid al-syariah.*

Bank syariah menjadi tata kelola keuangan masyarakat secara
asasi harus menjalankan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, pola
penerapan akad-akad syariah relatif cukup lengkap diatur, misalnya
melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Dalam produk pembiayaan murabahah
misalnya, pihak bank dapat mengacu kepada Fatwa Dewan
Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
Begitu juga dalam fatwa lainnya yang secara khusus mengatur
tentang produk-produk perbankan syariah.

Aturan-aturan tentang pelaksanaan prinsip syariah pada
setiap produk perbankan syariah menjadi segmen penting di dalam
realisasi pengawasan DPS. DPS harus bisa memaksimalkan dan
memastikan bahwa praktik di lapangan telah sesuai dengan prinsip
nilai syariah atau sebaliknya. Pelaksanaan pengawasan DPS ini

“Lima tujuan syariat Islam 'yaitu menjaga agama (hifz al-din, menjaga
jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), kemudian menjaga keturunan
(hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Lihat dalam, Ahmad al-Raisiin,
Muhadarat fi Maqasid al-Syart’ah, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2014), him. 9:
Ulama belakangan kemudian menambakan beberapa tujuan lain, seperti menjaga
kehormatan (%ifz al-‘ird). Bahkan tujuan syariat Islam menurut Yasuf al-
Qardaw1 tidak hanya terbatas kepada lima hal, namun dikembangkan dalam
beberapa bagian lain, seperti untuk menjaga hak-hak masyarakat, menjaga
keadilan, menjaga keamanan, kebebasan seluruh umat manusia. Lihat dalam,
Yusuf Al-Qaradawi, Siyasah Syar’iyah, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 117: Bandingkan pula, Yasuf Al-
Qaradawi, Dirdsah fi Figh Maqgasid al-Syari’ah Baina al-Magqasid al-Kulliyyat
wa Nusits al-Juz’iyyah, (Terj: Arif Munandar Riswanto) (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2017), him. 148.
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memiliki relasi erat dengan peran DPS di dalam implementasi
prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) pada
perbankan syariah (baik BAS maupun BPRS Hikmah Wakilah).
Impelemntasi prinsip GCG melalui peran DPS ini memiliki 4
kategori:®

a. Directing, yaitu memberikan pengarahan pemikiran, saran
dan nasihat kepada direksi bank syariah menyangkut hal-hal
yang berkaitan dengan aspek syariah.

b. Reviewing, berupa mencermati, memeriksa, mengkaji,
menilai implementasi Fatwa DSN MUI pada operasional
bank syariah.

c. Supervising yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik
secara aktif maupun secara pasif atas implementasi Fatwa
DSN pada operasional bank syariah.

d. Marketing, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap
masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang
sudah berjalan di masyarakat.

Proses pelaksanaan pengawasan tidak selalu berjalan secara
baik. Ada kemungkinan-kemungkinan kendala atau hambatan yang
ditemukan di lapangan. Secara teoritis, kendala dan hambatan pasti
akan ditemukan pada setiap realisasi pengawasan. Di antara
kegiatan pengawasan dengan adanya kemungkinan hambatan dan
kendala yang dialami ke depan adalah hubungan yang sifatnya
berbanding lurus. Artinya, kegiatan pengawasan pasti ada
hambatan, kendala dan tantangan yang akan dihadapi. Tinggal saja
bagaimana instansi atau lembaga terkait mampu melakukan upaya
pencegahan maupun antisipasi ketika ditemukan kendala di
lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPS,
sekurang-kurangnya  ditemukan  beberapa hambatan pada
pelaksanaan jalannya proses pengawasan, yaitu:

4“3Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, Audit Bank
Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 74-75.
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a. DPS masih kekurangan anggotanya dan atau tidak ada
(kosong dalam waktu yang cukup lama). Hal ini selaras
dengan pernyataan Prof. Alyasa’ Abu Bakar yang
menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan pada BPRS
Hikmah Wakilah tidak teradministrasi secara tertib. Hal itu
dikarenakan DPS tidak memiliki dan atau masih kekurangan
pegawai.

b. Paradigma sistem operasional bank konvensional masih
belum hilang pada pihak pimpinan cabang.

c. Masih adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai
penerapan prinsip syariah di perbankan syariah
Masih ada mis persepsi antar divisi, antar personil dan antara

masyarakat tentang penerapan prinsip syariah di perbankan syariah.
Hambatan kedua ialah pihak pimpinan cabang kadang-kadang
masih berparadigma konvensional. Hal ini diungkap oleh Prof.
Syahrizal Abbas seperti berikut:

“Pelaksanaan pengawasan tentunya mempunyai hambatan dan
kendala. Hambatan yang paling tampak i1alah koordinasi antar
divisi, antar personil dan masyarakat dalam memahami
prinsip syariah belum sama sebab masih ditemukan adanya
perbedaan persepsi tentang prinsip syariah yang idealnya
diterapkan pada bank. Selain itu, hambatan yang kedua
adalah terjadi ketika di lapangan, pimpinan-pimpinan cabang,
mereka kadang-kadang masih memiliki paradigma seperti
konvensional. Sehingga, di dalam merealisasikan produk
pembiayaan masih belum sesuai dengan prinsip syariah” 4
Bank syariah ialah bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi
pembeda utama dengan bank konvensional. Maksud prinsip-prinsip
syariah di dalam pembiayaan perbankan syariah selalu diarahkan
pada sesuai tidaknya praktik pembiayaan dan penghimpunan dana

“Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Ketua DPS
(Dewan Pengawas Syariah) PT. Bank Aceh Syariah, pada tanggal 12 Desember
2021.
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di perbankan dengan petunjuk Alquran dan hadis. Batasan hukum
yang dianggap melanggar prinsip syariat dalam realisasi produk di
perbankan ialah terhindari dari praktik riba, al-zulm (kezaliman),
maisir (perjudian), gharar (kesamaran atau ketidakjelasan), tadlis
(penipuan), dan al-jiar (penindasan).®

Kaitannya dengan hambatan yang dihadapi oleh DPS pada
saat melaksanakan pengawasan, bahwa persepsi antar divisi,
personil dan masyarakat tentang prinsip syariah masih belum sama.
Artinya, ada segmen-segmen tertentu dalam penerapan produk
pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah (baik BAS
maupun BPRS Kota Banda Aceh) masih berbeda cara memahami
hukumnya. Syahrizal Abbas menyebutkan, perbedaan persepsi
mengenai realisasi prinsip syariah berakibat kepada adanya
komentar terhadap pelaksanaannya di lapangan. Perbankan yang
mengeluarkan produk pembiayaan saat ini masih dipandang belum
memenuhi prinsip syariah.*® Bagi DPS sendiri, prinsip syariah yang
dimaksud adalah ketentuan yang sudah dijelaskan dan diatur di
dalam Fatwa DSN-MUI. Al Yasa’ "Abubakar juga sempat
menyinggung terkait masalah ini, namun ia menyatakan bahwa
mispersepsi tentang prinsip syariah ini sebetulnya bisa diatasi
ketika semua elemen secara sadar mengakui keberadaan Fatwa
DSN MUI. Sebab, prinsip-prinisp syariah yang dimaksudkan telah
diatur secara rigid di dalam fatwa tersebut.*’

“Wahbah Al-Zuhailt, Mu 'amalat Al-Maliyah..., hlm. 29-46: Saat
memberi komentar atau tafsir terhadap QS. '‘Al-Baqarah ayat 275 tentang
halalnya jual beli dan keharaman riba, Al-Qurtubi sepempat menyinggung unsur-
unsur yang mampu mencederai prinisp syariah seperti riba, gharar, zalim,
penipuan dan lainnya. Lihat Ab1 Bakr Al-Qurtubt, Jami” li Ahkam Alquran, Terj:
Amir Hamzah dkk, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 770.

4Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Ketua DPS
(Dewan Pengawas Syariah) PT. Bank Aceh Syariah, pada tanggal 12 Desember
2021.

4"Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, anggota DPS
PT. Bank Aceh Syariah dan Ketua DPS PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
pada tanggal 12 Desember 2021.
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Salah satu contoh mengenai perbedaan persepsi tentang aspek
hukum penerapan prinsip syariah pada produk-produk dikeluarkan
perbankan yaitu produk jual beli dengan akad kombinasi
murabahah dan al-wakalah atau biasa disebut murabahah bil
wakalah.® Produk murabahah bil wakdalah bermaksud sebagai
produk jual beli di mana suatu barang dijual dengan harga asal
serta ditambah dengan marjin keuntungan. Dalam praktiknya di
perbankan syariah, pola jual beli murabahah bil wakalah dapat
dikemukakan di dalam tiga hubungan antara bank, supplier
(pemasok barang atau produsen) dan nasabah di mana nasabah

“Konsep jual beli murabahah pada awalnya cukup sederhana, yaitu
hanya melibatkan dua pihak, penjual dan pembeli. Namun, di dalam praktik bank
syariah melibatkan tiga pihak, yaitu bank, supplier (pemasok atau produsen) dan
nasabah. Mekanisme akad murabahah melalui perbankan syariah adlaah pihak
bank harus menjelaskan ke nasabah tentang cara pembelian dan harga barang
yang dibelinya serta keuntungannya. Pembelian barang oleh pihak bank
kemudian dijual kepada nasabah agar menghindari terjadinya praktik menjual
barang yang belum dimiliki yang dalam Islam hukumnya haram. Dalam kondisi-
kondisi tertentu bank memilih untuk mewakilkan pembelian kepada pemasok
dengan wakalah, yaitu dengan cara memberikan kuasa pada nasabah untuk
membeli barang yang diingikannya. Maka jika bank hendak mewakilkan kepada
nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Lihat dalam ulasan,
Moh. Mufid, Ushul Figh: Ekonomi & Keuangan Kontemporer Dari Teori dan
Aplikasi, Ed. Dua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.
243: Bandingkan pula dengan, Muh. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi
Syariah: Kajian Komprehensif tentang teori Hukum Ekonomi Islam,
Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya di
dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
2011), hlm. 167-169.

Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah di perbankan syariah memang
bukan jual beli dalam arti yang sebenarnya, karena bank tidak menyediakan
objek barang yang diinginkan nasabah, melainkan bank hanya menyediakan dana
untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Ini berarti barang yang
menjadi objek jual beli merupakan barang yang mawjud (ada) bukan ma’'dum
(tidak ada). Ketika mengajukan permohonan pembiayaan, pihak nasabah
diharuskan membuat daftar rincian barang-barang yang akan dibeli. Setelah
melalui tahapan dan juga prosedur pembiayaan, pencairan dana, di antara bank
dan nasabah melakukan akad jual beli. Kemudian, diakhiri dengan akad wakalah
dari pihak bank kepada nasabahnya. Di mana bank mewakilkan kepada nasabah
untuk membeli objek barang-barang yang dibutuhkannya. Lihat dalam, Muh.
Cholil Nafis, Teori Hukum..., hlm. 167-169.
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merupakan pihak yang sentral, sebagaimana dapat digambarkan
berikut ini:
Gambar 4.4 :
Pola Pelaksaan Akad Wakalah untuk Pembiayaan
Murabahah di Bank Syariah

@
) Penandatanganan )
Berkas Akad Wakalah Tranfer
Permohonan dan Murabahah Uang
LN /
~{IHRN
(4) Beli

Barang

!

E arang

Sumber: Data Olahan Penulg.

Mengikuti Gambar 4.4 di atas, dapat dijelaskan kembali
bahwa, proses jual beli dengan menggunakan jenis pembiayaan
murabahah di Bank Aceh Syariah selalu melibatkan tiga unsur,
yaitu Bank Aceh Syariah, Nasabah, dan Pemasok Barang. Nasabah
merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang sentral. Artinya
nasabah mempunyai hubungan dengan bank dan pemasok,
sementara itu antara bank dan pemasok sama sekali tidak terjadi
“perjumpaan” dalam arti sebagai pihak penjual dan pembeli
pertama untuk kemudian dilanjutkan jual beli kedua antara nasabah
dengan bank. Melalui gambar di atas, bisa juga dipahami
penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah dilakukan
secara bersamaan. Bank Aceh Syariah mewakilkan pada nasabah
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untuk pembelian barang kepada pemasok. Di sini, ada dua akad
yang dilakukan, didahuli akad wakalah kemudian diikuti akad
murabahah.

Pola semacam ini masih ada yang mempersepsikan salah,
atau sekurang-kurangnya tidak memenuhi prinsip nilai syariah.
Menurut Al Yasa’ Abubakar, tujuan bank mewakilkan pembelian
kepada para nasabah ialah untuk lebih mencapai efisiensi. Di
samping juga untuk meminimalisir terjadinya double pembayaran
pajak. Jika pihak bank secara langsung membeli kepada pemasok
barang (supplier), seperti pembelian mobil pada showroom mobil,
maka bank akan dikenakan pajak pembelian. Bank juga akan
dikenakan pajak ketika ia menjual kembali mobil itu pada nasabah.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka bank sebagai perusahaan bisnis
akan memilih efisiensi dengan tetap memilih mewakilkan
pembelian kepada nasabah. Di saat yang sama bank tetap
dikenakan biaya pajak tetapi hanya satu kali saja.*’

Di lain pihak persepsi yang berkembang mengenai praktik
jaul beli murabahah bil wakalah dianggap sebagai akad jual beli
untuk mengelabui praktik riba. Karena, bank tidak benar-benar
memiliki barang, sebab tujuan bank hanyalah keuntungan uang,
bukan produk yang diinginkan konsumen. Sementara, dalam proses
jual beli, yang menjadi motivasi pembeli adalah untuk memiliki
barang yang dibeli dan menggunakannya. Perbedaan persepsi
masih diperbincangkan hingga saat ini, terutama bagi kalangan
masyarakat awam, juga tidak sedikit dari kalangan akademisi yang
menggeluti bidang ilmu fikih muamalah.

Selain dalam kasus hukum jual beli dengan akad murabahah
bil wakalah, juga masih ditemukan adanya beda persepsi mengenai
pemenuhan prinsip-prinsip dalam produk bagi hasil, atau dalam
ilmu fikih disebut mudarabah. Dalam kasus ini, Al Yasa’
Abubakar juga menyinggung tentang mispersepsi sebagian tokoh

“*Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, anggota DPS
PT. Bank Aceh Syariah dan Ketua DPS PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
pada tanggal 12 Desember 2021.
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terkait kedudukan jaminan dalam akad mudarabah. Dalam versi
fikih klasik, memang tidak adanya jaminan dalam akad
mudarabah. Pemilik modal hanya memberikan sejumlah modal
pada pekerja untuk kemudian dikelola dengan baik. Sementara itu,
di dalam perbankan syariah—sekali lagi karena bank merupakan
lembaga bisnis—maka pihak bank syariah tidak ingin mengambil
risiko dengan memberikan modal ke nasabah tanpa jaminan untuk
kerja sama bagi hasil. Bank meminta jaminan kepada nasabah yang
hendak melaksanakan akad mudarabah pada bank untuk mewanti-
wanti jika nanti nasabah melakukan kesalahan, dan lain
sebagainya.’® Mengenai penerapan produk mudarabah juga ada
mispersepsi tentang penerapan prinsip syariah. Untuk itu, tidak
adanya kesamaan persepsi terkait terpenuhi tidaknya prinsip
syariah menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan
DPS.

S0Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, anggota DPS
PT. Bank Aceh Syariah dan Ketua DPS PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
pada tanggal 12 Desember 2021.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan. pada bab-bab sebelumnya
mengenai analisis efektivitas pengawasan dewan pengawas syariah

di Provinsi Aceh, studi komparatif antara Bank Aceh Syariah dan

BPRS hikmah wakilah, maka bisa disarikan dalam tiga kesimpulan

sebagai berikut:

1. Penerapan produk syariah menuntut adanya pengawasan, secara
khusus menjadi tugas Dewan Pengawas Syariah. Bentuk-bentuk
pengawasan DPS di Aceh secara umum sama, yang
membedakan hanya dalam masalah waktu pelaksanaan
pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan yaitu melihat
kesesuaian praktik pelaksanaan produk akad pembiayaan
dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI serta Peraturan OJK tentang
pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Ada dua bentuk pola
pengawasan yang dilakukan. DPS, yaitu pengawasan bersifat
umum dan bersifat khusus. Pengawasan bersifat umum ini lebih
diarahkan kepada penerapan poin-poin fatwa atau aturan OJK
yang dilaksanakan oleh seluruh perbankan syariah di Aceh, baik
penerapan produk pembiayaan, pehimpunan, maupun pola relasi
pelayanan kepada nasabah. Adapun pengawasan bersifat khusus
diarahkan pada penerapan akad produk pembiayaan dikeluarkan
oleh pihak bank. DPS melihat kesesuaian akad syariah dengan
praktiknya di lapangan, misalnya penerapan produk akad jual
beli dengan pola murabahah bil wakalah, bagi hasil atau
mudarabah, kerja sama atau akad syirkah dan lainnya.
Pengawasan dilakukan dengan melihat secara langsung berkas-
berkas yang diperlukan, memeriksa akad-akadnya, syarat-syarat
yang ditetapkan di dalam akad, jaminan, dan lainnya. Pihak DPS
kemudian membuat opini atau komentar terhadap temuan-
temuan DPS di lapangan untuk kemudian disampaikan kepada
Dewan Direksi dan OJK.
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2. Pengawasan dapat dikatakan efektif bila tujuan pengawasan
dapat terpenuhi, selain itu memenuhi tiga indikator umum, yaitu
adanya pelaporan terhadap temuan di lapangan, adanya
rekomendasi atas temuan pengawas, dan petugas pengawas
memiliki integritas dan kapasitas yang layak. Dilihat dari
efektivitas  sistem pengawasan bank syariah terhadap
kewenangan DPS pada Bank Aceh Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah secara
umum telah efektif. Ini ditandai dengan adanya regulasi hukum
yang menuntun Tim DPS dalam melakukan tugas pokok dan
fungsi pengawasan. Petugas atau tim pengawas juga mumpuni,
memiliki integritas dan kapasitas yang memadai, serta
terpenuhinya capaian tujuan pengawasan, yaitu memberi koreksi
dan  menemukan penyimpangan  pelaksanaan  produk
pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Hambatan dialami Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan
pengawasan pada Bank Aceh Syariah dan juga Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah ada tiga,
yaitu pertama DPS masih kekurangan anggotanya. Kedua, masih
terdapat paradigma konvensional dalam menjalankan pola
operasional bank. Hal ini berakibat kepada adanya kemungkinan
kesalahan bank dalam menerapkan prinsip syariah. Ketiga,
masih adanya perbedaan persepsi mengenai penerapan prinsip
syariah. Perbedaan ini terjadi karena kedudukan beberapa akad
di dalam produk pembiayaan secara fikih masih diperselisihkan.
Meskipun ada regulasi Fatwa DSN-MUI dan POJK, di dalam
penerapannya tetap . dipertentangan,  bukan hanya oleh
masyarakat umum, tetapi juga oleh antar divisi, antar personil
pelaksana pengawasan serta pihak perbankan syariah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan terdahulu, berikut hasil analisis dan
temuan penelitian, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi
sebagai berikut:
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. Perlu ada maksimalisasi dewan pengawas syariah ke perusahaan
perbankan syariah di Aceh.

. Perlu bagi kedua bank (BAS dan BPRS Hikmah Wakilah) untuk
selalu melakukan koordinasi dengan Anggota DPS menyangkut
pelaksanaan produk-produk yang dikeluarkan bank. Hal ini agar
sinergitas antara keduanya dapat saling terjalin secara baik, dan
koordinasi ini harus dilaksanakan secara kontinu.

. Pihak DPS bersama-sama dengan pihak perbankan harus
mampu untuk menyamakan persepsi tentang aturan pelaksanaan
prinsip-prinsip syariah, dengan tetap menjadikan Fatwa DSN-
MUI dan POJK sebagai dasar penerapan prinsip syariah. Hal ini
dilakukan agar supaya tidak terjadi mis persepsi tentang
pelaksanaan prinsip syariah.

. Bank Aceh Syariah dan bank BPRS perlu membentuk sistem
dan pola pengelolaan pembiayaan secara lebih maksimal. Untuk
itu, perlu ada bagian tertentu yang mengurusi bidang akad
produk-produk pembiayaan, dan juga pihak yang menjalankan
tugas ini harus benar-benar memiliki integritas dan paham
tentang hukum muamalah.

. Anggota DPS  Dbersama-sama dengan perbankan syariah
bersama-sama melakukan sosialisasi secara massif kepada
masyarakat atas pemanfaatan produk pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah..

. Peran ulama Dbersama-sama dengan pemerintah dalam
melakukan pelatihan, pembekalan, dan sosialisasi terhadap
penerapan prinsip syariah dalam akad produk syariah untuk
pembiayaan perbankan syariah.

. Bagi peneliti berikutnya, dapat melakukan kajian tentang proses
pengawasan DPS terhadap bank-bank lainnya di lapangan, hal
ini dilaksanakan untuk melengkapi temuan hasil penelitian ini.
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